BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini penulis akan coba menyimpulkan bingkai berita pernyataan
Mendagri terkait aspirasi warga DIY pendukung penetapan kepala daerah. Setelah melakukan
analisis pada level teks dan konteks, penulis menemukan frame berita Kompas.

Pada analisis level teks, penulis menggunakan 4 teks berita dan melakukan analisis
menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki meliputi; sintaksis, striptural, tematik, dan
retoris. Menggunakan perangkat framing tersebut, penulis dapat menemukan realitas yang dibingkai
oleh Kompas dalam pemberitaannya. Di level konteks, penulis melakukan wawancara dengan
Bambang Sigap Sumantri sebagai editor multimedia yang sebelumnya menjadi kepala biro bagian
Yogyakarta. Wawancara juga dilakukan dengan Mawar Kusuma, wartawan yang secara langsung
terjun dan meliput berita.

Frame besar pertama Kompas yang ditemukan yaitu pernyataan Mendagri dinilai kurang
dapat menghargai aspirasi warga DIY walaupun masih dianggap sebagai suatu pernyataan wajar.
Menurut narasumber yang ditampilkan olen Kompas menunjukkan sikap kekecewaan dalam
menanggapi pernyataan Mendagri yang memberikan kesan kurang menghargai dan memperhatikan
aspirasi warga pendukung penetapan. Kompas juga menonjolkan beberapa pernyataan yang
memuat wacana warga yang terpancing emosinya. Hal ini diperjelas dalam temuan penulis dengan
wawancara pada level konteks. Sigap mengatakan bahwa pendapat Mendagri merupakan sesuatu
hal yang wajar. Logikanya pernyataan Mendagri itu ada benarnya, karena tidak semua warga DIY

bisa hadir di DPRD DIY dan mendukung penetapan kepala daerah. Selain itu penulis juga



menemukan hal yang bisa dipakai untuk menyeimbangkan frame yang dibingkai Kompas. Melalui
wawancara by email dengan Mawar Kusuma, penulis menemukan penilaian wartawan yang
mengatakan secara terus terang mengatakan bahwa pernyataan Mendagri yang ceplas ceplos dapat
disalahkan karena dapat melukai hati rakyat Yogyakarta.

Frame besar kedua yang ditemukan penulis adalah reaksi warga DIY terhadap pernyataan
Mendagri yang bersifat ekspresif. Pernyataan Mendagri bisa memicu emosi warga yang kecewa
aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah pusat. Namun, seperti diungkapkan oleh Mawar dalam
pernyataannya yang mengatakan bahwa reaksi warga DIY kala itu wajar, emosi warga juga tidak
sampai anarkis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sigap bahwa di Jogja tidak ada sejarah
anarkis. Warga Jogja lebih tepatnya menanggapi secara lebih ekspresif bukan anarkis. Hal ini
sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan. Jadi, yang memancing emosi warga hanya karena
keterlibatan emosional karena di Jogja faktor sejarah masih lekat.

Sedangkan untuk frame ketiga yang ditemukan penulis pada level konteks seperti dikutip
dalam pernyataan Sigap yaitu,

“Sultan kok malah manut, sudah jelas-jelas suara Jogja juga sudah bulat

menginginkan penetapan.”

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan narasumber lain yang terkesan menyalahkan
Mendagri. Hasil wawancara dengan Sigap mengungkap bahwa aspek politis Sultan lemah sehingga
untuk maju dan membela warga DIY masih mudah untuk dijatuhkan. Mawar dalam pernyataannya
memperkuat pendapat Sigap bahwa menurutnya jika Sultan bisa memperjuangkan kembali nasib
keistimewaan DIY karena dipandang sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah pusat.
Polemik tidak akan berlarut-larut tanpa kepastian dari pemerintah.

Kompas sebagai media yang menjalankan fungsi kontrol memposisikan diri menyuarakan



suara rakyat DIY dan di sisi lain memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan
pandangannnya.
Posisi Kompas mengingatkan pemerintah agar selalu bertindak fair
kepada masyarakat termasuk kepada daerah, masyarakat dan pemerintah DIY.
Dalam isu keistimewaan Yogyakarta, sikap Kompas selalu mengingatkan kepada
pemerintah supaya berjalan pada alur yang tidak bias karena politik golongan atau

dendam pribadi. (Bambang Sigap, Editor multimedia Kompas dalam wawancara
pada tanggal 20 Juli 2011)

Penulis melihat bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Kompas masih dipengaruhi oleh faktor
internal dalam media. Pemimpin redaksi sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan
arah pemberitaan sehingga pekerja media tidak bisa memasukkan pandangan pribadinya dalam
teks.

Kompas tidak melakukan penonjolan, khususnya mengenai kurangnya peran Sri Sultan
Hamengku Buwono X dalam mendukung aspirasi warga DIY pendukung penetapan Gubernur DIY.
Pemberitaan Kompas justru menyalahkan Mendagri terkait pernyataannya mengenai aspirasi warga
pendukung penetapan yang kurang dihargai dan didengarkan oleh pemerintah pusat. SKH Kompas
menonjolkannya dengan mengangkat pendapat narasumber yang menganggap pernyataan Mendagri

kurang menghargai aspirasi warga DIY.

B. Saran

Dalam melakukan analisis berita pernyataan Mendagri di Kompas, penulis menemukan
beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Keterlibatan penulis dalam penelitian ini disebabkan
karena penulis ingin lebih mengetahui korelasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan media
massa sebagai penghubung diantaranya. Kompas memiliki relasi yang baik dengan semua
narasumber, jadi terkait pemaparan berita Kompas terlihat netral. Mengenai nasib keistimewaan

yang terkesan berlarut-larut ada baiknya Kompas menampilkan dari sudut pandang pemerintah



Yogyakarta sendiri yang kurang mendapatkan perhatian khusus perihal sikapnya dalam mendukung
aspirasi warganya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan model perangkat framing dari
Zhongdang Pan dan Kosicki. Penulis melihat bahwa penelitian ini tidak menutup kemungkinan
diteliti dengan menggunakan model yang lain yaitu model dari Robert N. Etnman atau William A.
Gamson. Peneliti hanya melihat frame dari satu media saja yaitu Kompas. Banyak hal yang bisa
ditemukan penulis dalam menggali pernyataan Mendagri terkait dukungan aspirasi warga
pendukung penetapan kepala daerah bila dibandingkan dengan media lain. Selain itu penelitian ini
dapat dilakukan dengan metode penelitian sosiologis yang menitikberatkan pada perilaku sosiologis
warga DIY terkait dengan pemberitaan pernyataan Mendagri terkait aspirasi warga DIY pendukung

penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
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Analisis Teks Berita Edisi Senin, 13 Desember 2010

“Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna”

ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL

STRUKTUR TEMATIS

Realitas:

Ribuan warga Yogyakarta diperkirakan
akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD
DI1Y pada Hari Senin (13/12).

Sidang merupakan wujud dukungan rakyat
DIY  yang

menginginkan penetapan Sultan Hamengku

terhadap  keistimewaan

Buwono X sebagai Gubernur DIY dan
Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY,
bukan diwacanakan

pemilihan  seperti

pemerintah pusat.

Pelibat Wacana:

1.

Herry Zudianto

Dalam wacana, Herry Zudianto sebagai Wali

2.

Kota Yogyakarta menyatakan dukungan
DIY dengan

mengibarkan bendera setengah tiang di

penetapan  Kkeistimewaan

kediamannya.

Susilo Bambang Yudhoyo

Wacana:

1. Penjelasan awal merupakan wacana
dukungan ribuan warga Yogyakarta yang
akan menghadiri Sidang paripurna DPRD
DIY pada Hari Senin (13/12). (Paragraf 2,
Paragraf 7,)

kekecewaan

2. Penjelasan mengenai

tokoh masyakarat pada sikap pemerintah.

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:

1. Widihasto Wasana Putra (Pemimpin
Gerakan Rakyat Mataram (Geram))

“Berbagai elemen warga akan menghadiri

rapat paripurna itu. Jumlahnya
kemungkinan bisa mencapai  10.000
orang.”

(Paragraf 2)

2. Mulyadi Ketua Paguyuban Lurah

dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri
Asrining Yogyakarta (Ismaya)

“Pihaknya akan mengerahkan 15.000




Presiden Republik Indonesia dimunculkan

karena komentarnya mengenai

keistimewaan Yogyakarta yang

memunculkan polemik.

3. Ferry Mursyidan Baldan

Dalam wacana, Ferry Mursyidan Baldan,
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan
Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat
dalam wacana menyebutkan dukungan
sejumlah aktivis Nasional Demokrat yang

hadir dalam sidang paripurna.

Pelantun Wacana:

1. Widihasto Wasana Putra

Pelantun diatas merupakan  pemimpin
Gerakan Rakyat Mataram (Geram) yang
mengatakan bahwa berbagai elemen warga

mengikuti jalannya sidang paripurna.

Pernyataan ini terdapat dalam paragraf 3:
“Bukan hanya warga DIY yang akan
mengikuti jalannya sidang tetapi juga
warga luar Yogyakarta yang berdomisili
di Yogyakarta. Mereka menyatakan

akan ikit serta.”

la  juga mengatakan bahwa  Geram

orang.”
(Paragraf 7)

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa
ribuan warga akan hadir dalam sidang
paripurna DPRD DIY. Hal ini sebagai
bentuk dukungan terhadap penetapan yang

memang merupakan aspirasi warga DIY.

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:

1.  Surya Paloh (Ketua Umum Nasional
Demokrat)
“Kalau Presiden tidak komentar, mungkin

tidak akan muncul polemik.”
(Paragraf 10)

2.  Herry  Zudianto (Wali  Kota
Yogyakarta)

“Pusat agar tahu.”
(paragraf 8)

3.  Yopi Kilangin (Tokoh masyarakat
adat Timika)

“DIY
Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh

sebagai “anak sulung” Negara

pemerintah pusat.”
(paragraf 17)
tersebut

Dalam  pernyataan-pernyataan




menyerukan pada semua warga DIY untuk
mengikuti jalannya sidang dan
menghentikan aktifitasnya selama satu hari
guna menjadi saksi kedaulatan

keistimewaan DIY.

2. Mulyadi

Dalam wacana diatas, pelantun merupakan
Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa
Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta
(Ismaya) yang mendukung penetapan

dengan mengerahkan 15.000 orang.

“Inti kehadiran mereka adalah untuk
menunjukkan bahwa dukungan
terhadap penentapan memang aspirasi

warga DIY.” (paragraf 7)

3. Herry Zudianto

Pelantun dalam wacana merupakan Wali
Kota Yogyakarta yang menghimbau warga
untuk mengibarkan bendera setengah tiang

selama seminggu penuh.

“Pusat agar tahu.” (paragraf 8)

4. Surya Paloh
Surya Paloh merupakan Ketua Umum

Nasional Demokrat yang mengatakan

dapat terlihat bahwa tokoh masyakarat
kecewa dengan sikap pemerintah yang
mengabaikan aspirasi warga DIY terkait

RUU Keistimewaan.




pemerintah  terlalu cepat memberikan

komentar.

“Kalau Presiden tidak komentar, mungkin
tidak akan muncul polemik.” (Paragraf
10)

5. Yopi Kilangin

Tokoh masyarakat adat Mimika, Papua ini
dimunculkan  dalam  wacana  untuk
mewakili dukungan masyarakat Papua
yang mendukung penetapan  Sultan
Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX

sebagai gubernur dan wakil gubernur.

la juga menyatakan RUU Keistimewaan
jangan sampai melenceng dari aspirasi
warga DIY dan sistem pemerintahan yang
berjalan  selama ini.  Pernyataannya

dikuatkan dalam paragraf 16.

“Kami di Papua sangat mendukung

perjuangan warga DIY.”

Frame Seleksi: Ribuan warga Yogyakarta dari berbagai elemen masyarakat akan menghad

Sidang Paripurna DPRD DIY sebagai bentuk aspirasi dukungan penetaan Gubernur DIY dg

Wakil Gubernur DIY.




ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR SINTAKSIS

STRUKTUR RETORIS

Lead:

Ribuan warga Yogyakarta dari berbagai

elemen diperkirakan akan
Sidang Paripurna DPRD DIY pada Hari

Senin (13/12).

menghadiri

Body:

Wacana dukungan terhadap penetapan
Sultan Hamengku Buwono X sebagai
gubernur dan Paku Alam sebagai wakil

gubernur mendominasi teks.

Dukungan ini dilakukan bukan hanya oleh
masyakarat DIY tetapi juga warga di luar

Yogyakarta yang berdomisili di DIY.

Beberapa tokoh masyarakat mewakili
aspirasi warga menjelaskan kekecewaannya
pada sikap pemerintah pusat yang kurang
memperhatikan aspirasi warga DIY yang
menginginkan

penetapan gubernur dan

wakil gubernur.

Penutup:

Pernyataan Yopi Kilangin selaku tokoh

Metafora:

Secara sederhana dapat diartikan

perumpamaan atau pengandaian.

“Warga Papua yang selama ini merasa
dianaktirikan pemerintah pusat terkejut
karena DIY sebagai ‘anak sulung’ Negara
Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh
pemerintah pusat.” (paragraf 17)

Kata “anak sulung” ditemukan dalam
teks menunjukkan arti
Ditekankan teks,

anak pertama.
dalam yang berarti
Yogyakarta merupakan cikal bakal utama
yang
seharusnya diutamakan dan juga mendapat

terbentuknya Negara Kesatuan RI

perhatian dari pemerintah pusat.

Depiction:

Secara  sederhana  diartikan  sebagai

penggambaran isu secara denotatif.

“...Warga Papua yang selama ini merasa
dianaktirikan
terkejut...” (Paragraf 17)

pemerintah pusat

Kata dianaktirikan merupakan penegasan




masyarakat adat Mimika, Papua menjadi
kalimat penutup dalam menanggapi sikap
pemerintah RUU

terhadap  polemik

Keistimewaan.

“Warga Papua yang selama ini merasa
dianaktirikan pemerintah pusat terkejut
karena DIY sebagai ‘anak sulung’ Negara
Kesatuan RI diperlakukan tidak adil oleh
pemerintah pusat.” (Paragraf 17)

Placement:

Berita ini ditempatkan di koran Kompas
dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman
Keistimewaan

dua pada sub topik

Yogyakarta.

akan adanya perilaku tidak adil. Dalam hal

ini  menyoroti masalah  ketidakadilan
pemerintah pusat pada warga Papua dan

keistimewaan DIY.

Keywords:

Dapat diartikan sebagai kata kunci yang

merupakan inti dari wacana.

“RUU Keistimewaan DIY jangan sampai
melenceng dari aspirasi warga DIY dan
sistem pemerintahan yang berjalan di DIY

selama ini.” (Paragraf 16)

Dengan memilih kutipan Yopi Kilangin

tersebut Kompas hendak mengarahkan

bahwa sebaiknya keinginan pemerintah
dengan warga DIY sejalan sehingga tidak

menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Frame Saliansi:

Ribuan warga DIY pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang akan

menghadiri sidang paripurna DPRD DIY, Senin (13/12) bertujuan agar mendapat perhatian

dari pemerintah pusat.

Frame Media:

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah aspirasi masyarakat pendukung penetapan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari

pemerintah pusat.
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Analisis Teks Berita Edisi Selasa, 14 Desember 2010.

“Yogyakarta Tentukan Sikap”

ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL

STRUKTUR TEMATIS

Realitas:

Puluhan ribu warga Provinsi Daerah
Istimewa  Yogyakarta tumpah  ruah
memadati sepanjang Jalan Malioboro,
Yogyakarta. Warga DIY ini hadir untuk
menyaksikan rapat paripurna DPRD
Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan
mendukung dan mengusulkan  Sultan
Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku
Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY.

“Penetapan yes, Sultan yes, Paku Alam yes,

pemilihan no.” (Paragraf 4)

Yel-yel itulah yang berkali-kali dikatakan
saat GBPH Prabukusumo berorasi di depan

warga DIY.

Pelibat Wacana:

1.Masyarakat DI'Y

Wacana:

1.Penjelasan awal pada wacana Yaitu
mengenai banyaknya warga dari berbagai
elemen yang mengikuti jalannya sidang
paripurna DPRD DIY di kawasan
Malioboro.

2.Penjelasan  mengenai  Fraksi  Partai
Demokrat yang tidak sependapat dengan
enam fraksi partai lainnya. (Paragraf 7)
3.Penjelasan mengenai sikap yang harus
diambil karena  pembahasan  RUU

Keistimewaan masih belum final.

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:

1.Wartawan

Dalam lead dipaparkan oleh wartawan
bahwa puluhan warga Provinsi DIY tumpah
ruah di halaman Gedung DPRD DIY, Senin
(13/12) untuk  menyaksikan  sidang

paripurna.




Dimunculkan dalam wacana ini karena
warga DIY merupakan bagian representasi
dalam wacana terkait dukungan terhadap
keistimewaan DIY pada saat
berlangsungnya sidang paripirna DPRD
DIY

2.Ratusan siswa SMA Kolese de Britto
Yogyakarta
Dalam wacana disebutkan ratusan siswa
SMA Kolese de Britto berjalan kaki sekitar
4 kilometer dari sekolah menuju kawasan

Malioboro.

3.Radio swasta di Yogyakarta
Dimunculkan dalam wacana karena secara
bergantian memutar lagu “Jogja Istimewa”
yang digarap Marzuki Mohammad pada
hari pelaksanaan sidang paripurna DPRD
DIY.

4.Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo,
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat
Desa DIY Ismaya, Gerakan Rakyat
Mataram, Paguyuban Becak Pariwisata
Beberapa paguyuban disebut diatas
merupakan pelibat wacana yang secara

bergelombang berdatangan untuk

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:

1.Wartawan

Pada paragraf 7 dijelaskan oleh wartawan
mengenai rapat paripurna DPRD yang
diikuti oleh enam fraksi, yaitu Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi
Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat
Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai
Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi
Pembangunan Nurani Peduli Indonesia
Raya. Namun, sebelum  mengambil
keputusan anggota Fraksi Partai Demokrat

meninggalkan ruang sidang.

Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh:

1.Sultan Hamengku Buwono X

“Kita dengarkan dulu.” (Paragraf 11)

2.Djoko Suyanto
“Kita hormati proses demokrasi dengan
baik.*

(Paragraf 14)

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa
soal pemilihan atau penetapan adalah
hak rakyat untuk menentukan. Aspirasi

di masyarakat pasti akan didengar




memberikan dukungan atas penetapan HB
dan PA sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY.

5.Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi
Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan
Fraksi Pembangunan  Nurani  Peduli
Indonesia Raya.
Fraksi-fraksi tersebut mengikuti sidang
paripurna DPRD DIY dan dalam rapat
tersebut anggota Fraksi Partai Demokrat
meninggalkan ruang sidang sebelum

keputusan diambil.

Pelantun Wacana:

1.GBPH Prabukusumo
Dalam wacana ini pelantun merupakan
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrat yang mengungkapkan
bahwa DIY harus tetap istimewa yang

terdapat dalam pernyataannya.

“Hanya yang tidak tau sejarah yang
tidak menghargai DIY* (Paragraf 4)

2.Sunyoto
Pelantun wacana ialah Ketua Gentajaya

dengan baik oleh pemerintah.




yang menuturkan bahwa dukungan warga

DIY terhadap penetapan sudah sangat jelas.

“Pemerintah pusat seharusnya tak
menutup mata. Jika  pemerintah
bersikeras mengabaikan aspirasi warga
D1Y, maka akan memunculkan perlawan
hebat.”

(paragraf 5)

3.Ujun Junaedi
Pelantun  diatas  merupakan  Ketua
Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo.
Mewakili para pedagang yang
menghentikan aktivitasnya seharian penuh
mengatakan bahwa kesepakatan pedagang

adalah keinginan pedagang.
“Kami ingin berperan serta.” (paragraf 6)

4.Yoeke Indra Agung Lesmana
Sebagai Ketua DPRD DIY dalam teks ia
menyatakan bahwa hasil keputusan pada
sidang paripurna  DPRD DIY akan
disampaikan ke DPR. Seperti
pernyataannya  yang terdapat pada
paragraph 10.

“Keputusan DPRD DIY itu
menindaklanjuti berbagai aspirasi warga

DIY yang disampaikan dan muncul di




masyakarat.” (Paragraf 10)

5.Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur  DIY ini dalam  wacana
memunculkan pernyataan perihal penetapan
yang merupakan hak rakyat untuk

menentukan.
“Kita dengarkan dulu.” (Paragraf 11)

la juga menyatakan rasa terima kasihnya
terhadap keputusan DPRD DIY yang telah
mendengarakan aspirasi warga DIY, namun
ketidaksetujuannya  juga  diungkapkan
terkait dengan jabatan gubernur seumur
hidup.

6.Djoko Suyanto
Dalam wacana ini pelantun merupakan
Menteri Koodinator Politik, Hukum dan

Keamanan.

“RUU Keistimewaan DIY belum final.
Pemerintah masih mencari formulasi
yang tepat. DPR juga akan menerima

masukan dari masyarakat.” (Paragraf 13)

Dalam pernyataannya ia mencoba bersikap
netral dan  menyerahkan  keputusan
mengenai RUU Keistimewaan pada sidang

final di DPR. Aspirasi masyarakat pasti




ditangkap dengan baik oleh pemerintah.

7.Gamawan Fauzi
Pelantun merupakan Menteri Dalam Negeri
yang mengatakan bahwa pengisian jabatan
itu diatur dalam draf RUU Keistimewaan
DIY yang disusun pemerintah. la juga
menuturkan ketidakyakinannya pada unjuk
rasa di Yogyakarta bahwa tidak semua dari
3,5 juta warga DIY menolak usul

pemerintah.

Frame Seleksi: Dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditunjukkan dengan aksi

unjuk rasa ribuan warga DY dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY.




ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR SINTAKSIS

STRUKTUR RETORIS

Lead:
Puluhan ribu warga Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tumpah ruah di

halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah DIY, Senin (13/12).

Massa tidak tertampang di halaman
DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan

Malioboro, Yogyakarta.

Body:

Wacana dukungan penetapan Gubernur
dan Wakil

pemberitaan.

Gubernur DIY mendominasi

Dukungan tidak hanya dari kaum

intelektual, bahkan pedagang di kawasan
Malioboro sempat menghentikan semua
selama sehari demi

kegiatan penuh

mengawal jalannya sidang paripurna.

Dalam rapat paripurna, hanya Partai
Demokrat  yang  belum  mempunyai
keputusan mengenai  sikapnya terkait

penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
DIY.

Sultan Hamengku Buwono tidak diundang

dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, namun

Metafora:

Secara sederhana dapat diartikan
perumpamaan atau pengandaian.

tak

“Pemerintah pusat seharusnya

menutup mata.”

(paragraf 5)

Kata“menutup mata” ditemukan dalam teks
menunjukkan arti pura-pura tidak bisa
melihat. Pemerintah sudah seharusnya

peduli dan lebih memperhatikan aspirasi

warga DIY, bukannya berpura-pura tidak

tau dan tidak mau tau.

Depiction:

Secara  sederhana  diartikan  sebagai

penggambaran isu secara denotatif.

“...pembahasan RUU Keistimewaan DIY
tak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD
1945, dan tidak boleh mengingkari

keistimewaan DIY.”
(paragraf 14)

Kata mengingkari merupakan penegasan dari

tidak menepati janji. Dalam hal ini




dalam pernyataannya la mengungkapkan
bahwa perihal penetapan atau pemilihan
sepenuhnya adalah hak rakyat.

Penutup:

Pernyataan  Menteri  Dalam  Negeri,
Gamawan Fauzi menjadi penutup berita ini.
Dituturkan mengenai usulan pengisian
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD, bukan

melalui pemilihan langsung.

la juga menuturkan bahwa soal unjuk rasa
di Yogyakarta tidak semua dari 3,5 juta

warga DI'Y menolak usul pemerintah.

Placement:

Berita ini ditempatkan di halaman utama

sebagai headline.

mengingkari ditekankan pada perumusan
draf  RUU Keistimewaan yang sesuai
dengan UUD 1945 demi keutuhan NKRI.

Visual Images:

Dalam berita ini ada satu foto besar yang
mendominasi teks. Tampak dalam gambar
kerumunan orang memadati sepanjang
jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
Warga dari berbagai elemen masyarakat ini
berdatangan sambil membawa spanduk
sebagai suatu bentuk dukungan penetapan

gubernur dan wakil gubernur.

Penekanan dalam foto hendak menjelaskan
bahwa aksi besar-besaran warga DIY ini
merupakan suatu bentuk dukungan nyata
aspirasi masyarakat yang sudah seharusnya

didengarkan oleh pemerintah pusat.

Frame Saliansi: Pemerintah sudah seharusnya peduli dan lebih memperhatikan aspirasi

warga DIY.

Frame Media:

Inti dari pandangan SKH Kompas yaitu pemerintah harus lebih menghargai aspirasi warga

D1Y, khususnya dengan aksi unjuk rasa ribuan elemen warga DI'Y pendukung penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.







Analisis Teks Berita Edisi Rabu, 15 Desember 2010.

“Warga Kecewa Tanggapan Pusat”

ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL

STRUKTUR TEMATIS

Realitas:

Warga pendukung penentapan Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY kecewa dengan sikap
pemerintah pusat terutama dengan Menteri

Dalam Negeri.

“Keputusan mengenai hal istimewa atau
khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada
rakyat Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak
bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat
warga Yogyakarta, dalam hal ini diwakili

DPRD.” (Paragraf 10)

Kekecewaan warga semakin dikuatkan dengan

pernyataan Menteri Dalam Negeri pada

paragraf 12.
“Keistimewaan itu diatur oleh undang-undang,

bukan perda (peraturan daerah). Jika ingin

Wacana:

1.Penjelasan awal dari wacana ini
merupakan ungkapan kekecewaan terhadap
sikap pemerintah.

2.Penjelasan mengenai amanat Pasal 18 B
UUD 1945 terkait keputusan mengenai hal
istimewa atau khusus ditentukan oleh DPR,
walaupun dalam hal ini dapat diwakili oleh
DPRD.

3.Penjelasan mengenai pilihan sistematika
penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
DIY versi

paragraph 15)

pemerintah  (paragraf 14,

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:

1.Sukiman (Ketua Paguyuban Dukuh DIY

Semar Sembogo)
“Semestinya jawabannya menyejukkan.”
(Paragraf 2)

2.Sunyoto (Ketua Gerakan Semesta




membuat perda, Tanya rakyat Yogyakarta.
Tetapi dengan undang-undang, Tanya rakyat

Indonesia.”

Pelibat Wacana:

6.Gamawan Fauzi

Dalam wacana ini, Gamawan Fauzi

merupakan Menteri Dalam Negeri yang
bertanggung jawab menangani draf RUUK

DIY.

7.Masyarakat DIY

Dimunculkan dalam wacana ini karena warga
DIY merupakan bagian representasi dalam
wacana terkait dukungan terhadap
keistimewaan DIY yang kurang mendapat

perhatian dari pemerintah pusat.

Pelantun Wacana:

1.Gamawan Fauzi
Pelantun wacana diatas merupakan Menteri
Dalam Negeri yang dalam pernyataannya
menanggapi aksi warga DIY dalam
memberikan dukungan saat sidang paripurna
DPRD tidak

kesepakatan seluruh warga DIY. Pernyataan

sepenuhnya  menunjukkan

yang mengundang kekecewaan ini terdapat

Rakyat Jogja)

“Jika aspirasi warga diabaikan, hal itu akan
memancing kemarahan rakyat.” (Paragraf
5)

Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat
bahwa Sukiman dan Sunyoto selaku wakil
masyarakat kecewa dengan pernyataan
Mendagri yang seharusnya mendukung

warga DIY.

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:

1.Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri)
“Tak bisa semata-mata berdasarkan pada
pendapat warga Yogyakarta, dalam hal ini
diwakili DPRD.” (Paragraf 10)

“Jika ingin membuat perda, Tanya rakyat

Yogyakarta. Tetapi dengan undang-
undang, tanya rakyat Indonesia.” (paragraf

12)

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan
ketentuan amanat dalam UUD 1945 pada
Pasal 18B soal sikap politik dalam
pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur tidak berdasar keputusan sidang
DPRD tetapi berdasarkan keputusan final

pemerintah dalam sidang DPR.




pada paragraf 3:

“Unjuk rasa Senin lalu (13/ 12) tidak

mewakili aspirasi rakyat DIY, yang

berjumlah 3, 5 juta, sepakat dengan

penetapan itu.”

la juga mengatakan bahwa keputusan final
tetap ditentukan oleh pemerintah bukan
diwakili oleh sidang DPRD.

“Soal

Keistimewaan DIY,

RUU

yang diserahkan

status DIY dalam

Kementrian Dalam Negri kepada

Sekretariat Negara adalah keputusan
rakyat Indonesia. Keputusan mengenai hal
istimewa atau khusus mesti ditanyakan
lebih dulu kepada rakyat Indonesia, yang
diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata
berdasarkan  pada
Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.”

(Paragraf 10)

pendapat warga

2.Sukiman

Dalam wacana ini, pelantun diatas merupakan
Dukuh DIY  Semar
Sembogo di Yogyakarta yang menyatakan

Ketua Paguyuban

kekecewaannya terhadap pernyataan Menteri

Dalam Negeri:

Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh:

1.Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri)
“Walau dipilih, jika Sultan maju dan
berpasangan dengan Paku Alam, akan

langsung dikukuhkan.” (paragraf 14)

2.Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan
HAM)

“Sultan HB dan Paku Alam diusulkan
menempati posisi di atas kepala daerah.”

(paragraf 15)

Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa
RUUK DIY tidak
sepenuhnya mengamputasi aspirasi warga
DIY. Sejumlah
diberikan

pengukuhan secara langsung walau konsep

perumusan  draf

keistimewaan tetap

termasuk diantaranya

utamanya tetap pemilihan.




“Semestinya Mendagri tak komentar
seperti itu. Semestinya jawabannya

menyejukkan.”

(paragraf 2)

Bahkan ia pun pesimis dan meragukan konsep
demokrasi yang ditawarkan pemerintah tidak

merepresentasikan aspirasi rakyat DIY.

“Kalau pernyataannya seperti itu, artinya
menentang dan tidak menerima aspirasi
rakyat DIY. Jika begitu, sampai kapan
pun, kita tak akan mencapai titik temu
karena pemerintah pusat menginginkan

pemilihan.” (paragraf 4)

3.Sunyoto

Pelantun wacana merupakan Ketua Gerakan
Semesta Rakyat Jogja yang menyatakan sikap
pemerintah justru akan memancing kemarahan

rakyat.

“Pemerintah  pusat keterlaluan jika
mengabaikan aspirasi warga DIY yang
sudah jelas diusung dan disampaikan
dalam aksi besar-besaran pada Rapat
Paripurna DPRD DIY. Jika aspirasi warga
diabaikan, hal itu akan memancing
kemarahan rakyat.” (paragraf 5)




4.Sri Sultan HB X

Dalam wacana diatas pelantun merupakan
Gubernur DIY vyang bertindak sebagai
mediator masyakarat dengan pemerintah
terkait rencana pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY dalam draf RUUK DIY.

“Warga DIY diminta menurunkan tensi
dan beraktifitas seperti biasa. Warga perlu
menunggu dulu draf Rancangan Undang-
Undang Keistimewaan DIY yang akan
diserahkan kepada DPR, untuk selanjutnya
dicermati dan dikawal bersama.” (paragraf
6)

5.Ahmad Sumiyanto

Pelantun wacana merupakan Ketua Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY
menyesalkan sikap pemerintah pusat yang
justru akan menimbulkan jurang pemisah

antara pemerintah
pusat dan daerah.

“Pengambilan keputusan di pusat yang
tidak sesuai harapan sebagian besar warga
DI1Y akan menghadirkan disharmoni yang
mengganggu jalannya pemerintahan pusat

dan daerah. Ini akan merugikan rakyat




DIY.” (paragraf 8)

6.Wartawan
Dalam wacana wartawan memberi penilaian
bahwa pemerintah pusat seolah mengabaikan

aspirasi masyarakat Yogyakarta. (Paragraf 1)

“Keputusan mengenai hal istimewa atau khusus mesti ditanyakan lebih dulu kepada rakyat
Indonesia, yang diwakili DPRD. Tak bisa semata-mata berdasarkan pada pendapat warga

Yogyakarta, dalam hal ini diwakili DPRD.” (Paragraf 10)
Frame Seleksi: Warga DIY kecewa atas pernyataan Mendagri yang menilai aksi unjuk rasa warga
belum cukup dapat mempengaruhi keputusan final terkait hak istimewa pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur DIY.




ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR SINTAKSIS

STRUKTUR RETORIS

Lead:

Warga pendukung penetapan Gubernur
dan Wakil Gubernur DIY kecewa dengan
sikap pemerintah yang menganggap bahwa
aksi warga DIY pendukung penetapan tidak
dianggap cukup oleh pemerintah terutama

oleh Menteri Dalam Negeri.

Body:

Wacana  kekecewaan mendominasi
pemberitaan pernyataan Mendagri terkait
pernyataannya yang dinilai mengabaikan

aspirasi rakyat DIY.

Mendagri menganggap bahwa aksi unjuk
rasa warga DIY tidak cukup dijadikan bukti
dukungan penetapan karena tidak seluruh
masyarakat DIY yang berjumlah 3,5 juta
sepakat dengan penetapan Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY.

Dalam pernyataannya dijelaskan,
keistimewaan diatur oleh Undang-Undang
dan bukan oleh peraturan daerah. Sehingga
keputusan ada ditangan DPR sebagai
pembentuk dan perancang Undang-Undang,

bukan DPRD vyang tidak memiliki andil

Metafora:

Secara  sederhana  dapat  diartikan

perumpamaan atau pengandaian.

“Pemerintah pusat keterlaluan jika
mengabaikan aspirasi masyarakat DIY
yang
disampaikan dalam aksi besar-besaran

sudah jelas diusung dan

pada rapat paripurna DPRD DIY.
(paragraf 5)

Kata“keterlaluan” ditemukan dalam
teks menunjukkan arti mengecewakan atau
bereaksi tidak seharusnya. Ditekankan lagi
bahwa demo besar-besaran sebagai wujud
dukungan yang dilakukan warga DIY bila

diabaikan dapat memancing amarah rakyat.

Catchphrases:

Diartikan sebagai frase yang menarik

atau menonjol dalam sebuah wacana.

“Semestinya Mendagri tak komentar
seperti itu.

menyejukkan.”

Semestinya jawabannya

(paragraf 2)

Dalam pernyataannya Gamawan Fauzi




terhadap pembentukan  Undang-Undang

Keistimewaan tetapi peraturan daerah.
Penutup:

Pernyataan Patrialis Akbar selaku Menteri
Hukum dan HAM menjadi sebuah kalimat
penutup dalam menanggapi
Mendagri terkait
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

pernyataan

sistematika pemilihan

“RUU
menunggu surat dari
diserahkan kepada DPR. Sultan HB dan
Paku Alam diusulkan menempati posisi

Keistimewaan DIY  tinggal

Presiden untuk

di atas kepala daerah.” (paragraf 15)

Placement:

Berita ini ditempatkan di koran Kompas
dalam rubrik Politik dan Hukum di halaman
Keistimewaan

dua pada sub topik

Yogyakarta.

dituding memberi reaksi yang kurang enak
didengar. Seperti halnya menentang dan
kurang dapat menghargai serta menerima

aspirasi warga Yogyakarta.
Depiction:

Secara sederhana diartikan sebagai

penggambaran isu secara denotatif.

“...warga DIY akan menghadirkan
disharmoni yang mengganggu jalannya
pemerintah pusat dan daerah.” (paragraf
8)

Kata disharmoni merupakan penegasan dari
tidak tidak

seimbang. Dalam hal ini ketidakharmonisan

harmonis  atau berjalan
menyoroti pengambilan keputusan di pusat
tidak sesuai keinginan masyakarat DIY yang

menginginkan penetapan kepala daerah.

Keywords:

Dapat diartikan sebagai kata kunci yang

merupakan inti dari wacana.

“Warga perlu menunggu dulu...untuk

selanjutnya dicermati dan dikawal

bersama.” (paragraf 6)

Dengan memilih kutipan kalimat Sultan
HB, Kompas hendak menekankan bahwa




warga DIY tidak perlu terpancing emosi dan
untuk perkembangan RUUK DIY warga
DIY diminta lebih cermat dengan

mengawasi secara bersama-sama.

Frame Saliansi: Aspirasi masyakarat kurang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, warga DIY diminta untuk tidak terpancing emosi dan mengabaikan
pernyataan Mendagri. Warga diminta menunggu sampai keputusan final perumusan RUU

Keistimewaan diserahkan ke DPR.
“Warga DIY diminta menurunkan tensi dan beraktifitas seperti biasa. (paragraf 6)

“RUUK tinggal menunggu surat dari Presiden untuk diserahkan ke DPR.” (Paragraf 15)

Frame Media:

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah warga DIY tidak perlu terpancing emosi atas
pernyataaan Mendagri dan diminta bersabar menunggu draf RUU Keistimewaan sampai

final.




KEISTIMEWAAN DIY
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Yogyakarta yang Panaskan Parzpurna

etua Fraksi Partai Demo-

krat Dewan Perwakilan

Rakyat Ja'far Hafsah me-
nyambut Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi begitu keluar
dari ruang sidang paripurna Ge-
dung Nusantara II, Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Ka-
mis (16/12). Ia menjabat tangan
dan memeluk Gamawan sambil
memintanya untuk bersabar,

Gamawan datang untuk
mengikuti sidang paripurna pe-
ngesahan Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomeor 2 Ta-
hun 2008 tentang Partai Politik.
Persidangan itu berakhir mene-
gangkan karena Gamawan tak
diizinkan memberikan penjelas-
an tentang RUU Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta
yang sempat dipertanyakan ang-
gota DPR.

Seusai membacakan pidato
tangdapan pemerintah atas pe-
ngesahan revisi UU Parpol, Ga-
mawan meminta waktu untuk
menjelaskan soal RUU Keisti-
mewaan DIY yang menjadi po-
lemik beberapa pekan terakhir.
Baru saja Gamawan bicara, pe-
mimpin sidang, Wakil Ketua
DPR Pramono Anung W, me-
nanggapi. Kader PDI-P itu men-
coba memberikan pengertian
kepada Mendagri, agenda pari-
purna adalah mengesahkan re-
visi UU Parpol. Penjelasan me-
ngenai RUU Keistimewaan DIY
bisa disampaikan di forum lain.

Gamawan bersikukuh untuk
menjelaskan masalah RUU Ke-
istimewaan DIY di depan Si-
dang Paripurna DPR karena pa-
da awal rapat ada yang mem-
pertanyakannya. Sebelumnya
anggota Fraksi PDI-P, Aria Bi-
‘ma, mempertanyakan sikap
Mendagri terkait masalah DIY.

Walkil Ketua Komisi VI itu
mengajukan interupsi saat si-
dang paripurna baru dibuka, Ia
menganggap Mendagri terlalu
latah, memberikan reaksi ber-
lebihan terkait RUU Keistime-
waan DIY. Gamawan juga di-
anggap tidak peka terhadap ke-
inginan rakyat Yogyvakarta.

“Saya kecewa dengan pernya-
taan Anda yang mengatakan si-
dang rakyat hanya diikuti se-
bagian kecil rakyat Yogyakarta,”
katanya.

Mendagri pernah mengung-
kapkan, sidang rakyat yang di-
gelar di DPRD DIY tidak diikuti
oleh seluruh masyarakat DIY,
ynnglwnlnlmyn mencapai 3,5
Jjuta orang. Pernyataan itu di-
sampaikan Mendagri seusai

mengikuti rapat pleno di Komisi
1T DPR hari Senin lahu.

Meski pemimpin sidang me-
nolak, Gamawan tetap berusaha
menjelaskan masalah RUU Ke-
istimewaan DIY. "Saya perlu
menanggapi pernyataan Saudara
Aria Bima,” katanya. [a mem-
pertanyakan mengapa tak diberi
kesempatan untuk menjelaskan.
“Ini forum demokratis. Alang-
kah tidak adilnya, mereka boleh
bicara, tetapi saya tidak boleh
menanggapi. Kalau saya tidak
boleh menyampaikan, itu arti-
nya ada diskriminasi,” ujar
Mendagri dengan nada tinggi.

Suasana bertambah tegang
karena terdengar letupan suara
yang meminta Gamawan turun
dari podium. Beberapa anggota
DPR pun kembali mengajukan
interupsi, tetapi ditolak pemim-
pin sidang: Pramono mencoba
menengahi dan meminta Men-
dagri kembali ke tempatnya un-
tuk kemudian menutup sidang,

Rumit

Rupanya begitu rumit men-
jelaskan tentang RUU Keistime-
waan DIY. Sudah hampir tiga
minggu ini Mendagri sibuk
menjelaskan RUU itu. Dalam
satu hari, ia bisa menjelaskan
lebih dari dua kali kepada war-
tawan yang mencegatnya.

Pertanvaan yang dilontarkan
kepada Mendagri seputar pemi-
lihan Gubernur DIY. Hampir se-
tiap hari Mendagri menjelaskan
isi draf RUU Keistimewaan DIY.
Di sisi lain, banyak pihak yang
mengomentari usulan
tah. Sebagian besar menolak
usulan pemerintah.

DmfRUUKmsUmewaan DIY

dari pemerintah mengusulkan
Gubernur DIV dipilih melalui

aumal , 17 desewmbeR 2010

JITET

DPRD, yang memicu warga Yog-
vakarta menggelar sidang rakyat
mendukung penetapan Sultan

Hamengku Buwono dan Paduka [

Paku Alam, vang sedang ber-
takhta, sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY.

Peristiwa dalam Sidang Pa-
ripurna DPR memang membuat
Mendagri kesal. "Saya meminta
waktu bieara, dibilang over-
aeting. Malang betul nasib pe-
merintah ini. Dia yang meng-
hujat tak dikatakan overacting.
Ini tidak pantas, kami bukan
tersangka, kalau ada beda pen-
dapat, sah-sah saja” kata Men-
dagri di ruang kerjanya, Kamis.

Gamawan menyayangkan ba- |

nyaknya orang yang berkomen-
tar sebelum membaca draf RUU
Keistimewaan DIY, "Banvak
yang menyalahkan pemerintah.
Padahal, menjelaskan saja be-
lum. Presiden tak pernah me-
nyalahkan siapa pun. Kami
menghargai pendapat mereka.
Seharusnya kami juga dlhsrga.;."
ujarnya.

Gamawan menjelaskan pan-
jang lebar tentang latar bela-
kang penyusunan RUU Kuiqii—
mewaan DIY. "Ini tugas
whagn:l pemerintah. Jika wl;mm
ini saya bicara, itu untuk me-
nyosialisasikan draf RUU, Seha-
rusnya bukan sekarang diskusi-
1ya, tetapi nanti kalau sudah di
DPR.” ungkapnya lagi,

Satu hal vang ditekankan
Gamawan, RUU Keistimewaan
DIY diajukan ke DPR saat ini
karena masuk ngram Leglsla‘;l

i i i

DPR” pip




Analisis Teks Berita Edisi Jumat, 17 Desember 2010

“Yogyakarta yang Panaskan Paripurna”

ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL

STRUKTUR TEMATIS

Realitas:

tidak

memberikan penjelasan terkait pernyataannya

Gamawan  Fauzi diijinkan
tentang RUU Keistimewaan DIY yang
sempat dipertanyakan anggota pada saat

sidang paripurna, Kamis (16/12).

Mendagri pernah menyatakan bahwa
sidang rakyat yang digelar di DPRD DIY
tidak diikuti oleh seluruh masyarakat DIY,
yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang.
(Paragraf 7)

Pelibat Wacana:

1. Ja’far Hafsah (Ketua Fraksi Partai
Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat)

Dimunculkan dalam wacana ini karena
pelibat menemui Mendagri seusai sidang dan

memintanya untuk lebih bersabar.

2. Aria Bima (anggota Fraksi PDI-P)

Dalam wacana ini, Aria Bima merupakan

Wacana:

1. Wacana tentang sidang paripurna
pengesahan Rancangan Undang-Undang
Perubahan atas Undang-Undang nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. Penjelasan mengenai penolakan

pemimpin sidang saat Gamawan Fauzi

berusaha menjelaskan masalah RUU

Keistimewaan DIY. (Paragraf 2, Paragraf

3)

3. Wacana diatas memuat ungkapan
kekecewaan Gamawan Fauzi yang
hendak menjelaskan tentang RUU

Keistimewaan DIY. (Paragraf 8, Paragraf
13, Paragraf 14, Paragraf 15)

Jenis wacana 1 dipresentasikan oleh:

1. Wartawan

Dalam pernyataannya memuat agenda

politik yang dilakukan oleh Mendagri.




anggota partai yang mempertanyakan sikap
Mendagri terkait masalah DIY.

Pelantun Wacana:

1. Gamawan Fauzi

Pelantun di atas merupakan Menteri Dalam
Negeri. Dalam pernyataannya ia
mempertanyakan tidak adanya kesempatan
masalah RUU

dalam menjelaskan

Keistimewaan DIY.

“Ini forum demokratis. Alangkah tidak
adilnya, mereka boleh bicara, tetapi saya
tidak boleh menanggapi. Kalau saya tidak
boleh menyampaikan, itu artinya ada

diskriminasi.”” (Paragraf 8)

2. Pramono Anung
Dalam wacana ini pelantun diatas
Wakil DPR yang

mengatakan bahwa agenda paripurna adalah

merupakan Ketua
mengesahkan revisi UU Parpol. Dikatakan
bahwa menurutnya, penjelasan mengenai
RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di

forum lain.

“Saya kecewa dengan pernyataan Anda
yang mengatakan sidang rakyat hanya

Jenis wacana 2 dipresentasikan oleh:

1. Pramono Anung (Wakil Ketua DPR yang
juga Kader PDI-P)
Yang mengatakan bahwa agenda paripurna

adalah mengesahkan revisi UU Parpol.

“Penjelasan mengenai RUU Keistimewaan
DIY bisa disampaikan di forum lain.”

(paragraf 3)

Jenis wacana 3 dipresentasikan oleh:

1. Gamawan Fauzi
“Saya perlu menanggapi pernyataan Saudara

Aria Bima.” (Paragraf 8)

Gamawan Fauzi bersikukuh menjelaskan
masalah RUU Keistimewaan DIY di
sidang paripurna karena pada awal rapat,
Aria Bima anggota Fraksi PDI-P sempat

mempertanyakan.

“Banyak yang menyalahkan pemerintah.
Padahal,

Presiden

menjelaskan belum.

tak

saja
pernah  menyalahkan

siapapun. Kami menghargai pendapat

mereka. Seharusnya kami juga dihargai.”
(Paragraf 14)




diikuti sebagian kecil rakyat
Yogyarakarta.” (Paragraf 5)

la menganggap Mendagri memberikan
reaksi terlalu berlebihan tekait keistimewaan
DIY.

“Ini tugas kami sebagai pemerintah. Jika

selama ini saya bicara, itu untuk
menyosialisasikan draf RUU. Seharusnya
bukan sekarang, tetapi nanti kalau sudah
di DPR.” (Paragraf 15)

Dalam pernyataan-pernyataannya Mendagri

menegaskan bahwa selama ini banyak
yang menyalahkan dan kurang
menghargai usaha pemerintah. Padahal
Mendagri hanya menjalankan tugas
sebagai penanggung jawab dalam
penyusunan draf RUU Keistimewaan
DIY.

Frame Seleksi: Mendagri menyatakan kekecewaannya karena tidak diperbolehkan

memberikan klarifikasi tanggapan pernyataannya mengenai RUU Keistimewaan DIY.

“...Kalau saya tidak boleh menyampaikan, itu artinya ada diskriminasi.” (Paragraf 8)

“Agenda paripurna adalah mengesahkan revisi UU Parpol...Penjelasan mengenai

RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan di forum lain.” (Paragraf 3)




ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR SINTAKSIS

STRUKTUR RETORIS

Lead:

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan
Perwakilan Rakyat Ja’far Hafsah menjabat
tangan dan memeluk Mendagri Gamawan
Fauzi serta memintanya untuk bersabar.
Hal ini dilakukan setelah Mendagri keluar
dari sidang paripurna di Gedung Nusantara
I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Kamis (16/12).

Body:

Mendagri mendatangi sidang paripurna
pengesahan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Seusai membaca pidato tanggapan
pemerintah atas pengesahan revisi UU
Parpol, Gamawan meminta waktu untuk
menjelaskan soal RUU Keistimewaan DIY
yang sempat ditanyakan oleh anggota

Fraksi PDI-P, Aria Bima.

Ketua DPR

pengertian

Pramono Anung, Wakil

mencoba  memberi pada

Mendagri bahwa penjelasan mengenai

Metafora:

Secara  sederhana  dapat  diartikan

perumpamaan atau pengandaian.

“Saya meminta waktu bicara, dibilang

overacting. betul
pemerintah ini. Dia yang menghujat tidak

Malang nasib

dikatakan overacting.” (paragraph 13)

Kata “overacting” ditemukan dalam

teks menunjukkan arti berlebihan.

Ditekankan dalam teks, pemerintah bukan

yang
disalahkan. Permasalahn perbedaan pendapat

tersangka pantas untuk selalu

adalah suatu hal yang wajar.

Catchphrases:

Diartikan sebagai frase yang menarik

atau menonjol dalam sebuah wacana.

“...1a menganggap Mendagri terlalu

latah, memberikan reaksi berlebihan

terkait RUU Keistimewaan DIY.”
(paragraf 5)

Dalam pernyataannya, Pramono Anung




RUU Keistimewaan DIY bisa disampaikan
di forum lain bukan dalam forum yang

bukan tempatnya.

Pramono Anung menganggap Mendagri

terlalu latah dan memberikan reaksi
berlebihan terkait RUU Keistimewaan DIY.
tidak peka

Mendagri juga dianggap

terhadap keinginan rakyat Yogyakarta.

Mendagri mempertanyakan tidak adanya
kesempatannya bicara. la menilai adanya
diskriminasi karena tidak diperbolehkan

untuk memberikan tanggapan.

Penutup:

Diungkapkan oleh Mendagri bahwa
perumusan RUU Keistimewaan adalah
tugas pemerintah dan harus segera diajukan
ke DPR karena masuk Program Legislasi
Nasional 2010. Sangat disayangkan apabila
banyak yang sudah berkomentar sebelum
membaca draf RUU Keistimewaan, bahkan
menyalahkan tanpa mendengarkan
penjelasannya terlebih dahulu. Jika selama
adalah  untuk

ini  ia bicara, ini

menyosialisasikan draf RUU.

menuding Mendagri bereaksi tidak wajar.
Latah dikaitkan dengan berkata tanpa dipikir
terlebin  dahulu sehingga menimbulkan
anggapan Mendagri tidak peka terhadap

keinginan rakyat Yogyakarta.

Depiction:

Secara sederhana diartikan sebagai

penggambaran isu secara denotatif.

“Peristiwva dalam Sidang Paripurna
memang membuat
(Paragraf 13)

Mendagri kesal.”

Kata kesal merupakan puncak kekecewaan
Mendagri karena tidak mendapat kesempatan
untuk memberikan penjelasan mengenai
RUU Keistimewaan di sela-sela sidang

paripurna. Dalam hal ini, forum vyang
digunakan Mendagri untuk berbicara bukan

merupakan forum semestinya.

Keywords:

Dapat diartikan sebagai kata kunci yang

merupakan inti dari wacana.

“...Presiden tidak pernah menyalahkan
siapa pun. Kami menghargai pendapat

mereka. Seharusnya kami juga dihargai.”




Placement:

Berita ini ditempatkan di koran Kompas
rubrik Politik dan Hukum di

halaman dua pada sub topik Keistimewaan

dalam

Yogyakarta.

(Paragraf 13)

Dengan memilih kutipan Mendagri tersebut
hendak

polemik antara pemerintah dengan warga

Kompas mengarahkan  bahwa
DIY terkait RUU Keistimewaan sebagai
perbedaan pendapat yang membutuhkan
penghargaan atas pendapat satu dengan yang

lainnya.

Visual Images:

Visual Images dalam berita ini ada satu
foto. Dalam foto digambarkan sebuah neraca
timbangan dengan sisi kanan mahkota
Kraton Yogyakarta dan di sisi lainnya sebuah

buku Undang-Undang. Neraca ini diangkat

olen tangan seorang pria berdasi yang
menyimbolkan pemerintah.
Penekanan  dalam  foto  hendak

menjelaskan bahwa antara Undang-Undang
versi pemerintah dengan keistimewaan yang
diinginkan warga DIY masih menjadi bahan

pertimbangan pemerintah.

Frame Saliansi: Mendagri mengatakan dalam forum demokratis seharusnya ada kebebasan

memberikan pernyataan dan menanggapi pernyataan. Permasalahan perbedaan pendapat

adalah suatu hal yang wajar.

“Banyak yang menyalahkan pemerintah. Padahal, menjelaskan saja belum. Presiden

tak pernah menyalahkan siapapun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya




kami juga dihargai.” (Paragraf 14)

Frame Media:

Inti dari pandangan SKH Kompas adalah bahwa kekecewaan Mendagri dan warga DIY
terkait RUU Keistimewaan sebagai akibat perbedaan pendapat yang kurang mendapat

penghargaan satu sama lain.




Interview Guide

Interview Guide untuk Wartawan:

1. ldentitas

2. Bagaimana sampai bekerja di Kompas? Sudah berapa lama bekerja di Kompas?

10.

11.

12.

Sekarang job desknya di bidang apa?

Di jobdesk apa Anda bekerja?

Pedoman apa yang digunakan dalam meliput berita?

Kapan saja dilasanakan rapat produksi? Apakah wartawan dilibatkan? Mekanisme
penugasan peliputan bagaimana?

Apakah ada prosedur pemilihan narasumber? Ada hambatan ketika memperoleh
narasumber?

Ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber berita
atau pemerintah?

Ada pertimbangan ketika mengangkat tema mengenai pernyataan Mendagri ini?
Menurut Anda, aksi turun ke jalan oleh puluhan warga DIY dari berbagai  elemen
dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY apakah sudah dapat mewakili suara
selurun warga DIY yang menginginkan penetapan? Bagaimana tanggapan Anda
mengenai warga yang setuju dengan konsep pemilihan langsung oleh pemerintah?
Seperti apa anda menggambarkan mengenai pertentangan masyarakat Yogyakarta
dengan pemerintah khususnya Mendagri?

Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai  keinginan
pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan

penetapan?



13. Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat Yogyakarta bereaksi  dalam
menanggapi pernyataan Mendgari?

14. Apakah menurut Anda pernyataan Mendagri terkait dukungan ribuan warga dalam
sidang paripurna DPRD DIY (Senin, 13/ 12) sebagai suatu pernyataan wajar? Jika
tidak, bagaimana tanggapan Anda jika lantas Mendagri disalahkan karena
pernyataannya seakan-akan tidak mampu menghargai aspirasi warga yang pro
penetapan?

15. Bagaimana posisi Kompas pada berita tersebut? Berada di tengah-tengah atau
mendukung protes masyakarat Yogyakarta?

16. Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman tertentu?
Apakah ada arah pemberitaan? Jika ya, siapa yang menentukan arah pemberitaan?

17. Apakah Kompas mempunyai hubungan yang baik dengan Mendagri? Terkait

pemberitaan ini bagaimana?



Quide line question Redaktur Pelaksana:

1.

10.

Nama dan identitas

Apakah ada pertimbangan dalam menugaskan wartawan untuk meliput berita?

Apakah wartawan dalam menulis berita selalu diarahkan sesuai dengan keinginan
redaktur?

Apakah ada rapat redaksi sebelum terbit? Kapan dilaksanakan? Siapa saja yang terlibat?
Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas?

Bagaimana menentukan narasumber? Apakah ada pertimbangan tertentu misalnya untuk
untuk menguatkan pembaca akan arah pemahaman tertentu?

Bagaimana menentukan ilustrasi, foto, visual image, apa saja yang dipertimbangkan?
Mana yang lebih berpengaruh, tulisan dari sudut pandang wartawan, editor, redaktur
pelaksana atau garis kebijakan dari Kompas?

Apakah ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber
berita, kelompok, organisasi komunitas tertentu atau pemerintah?

Menurut Anda bagaimana kedekatan hubungan institusi Kompas dengan institusi
pemerintah khususnya Mendagri terkait dengan pemberitaan ini?

Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan pemerintah

akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan penetapan?



11.

12.

13.

14.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Mendagri dalam menyusun draf RUU

Keistimewaan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya? Seperti apa?

Sejauh mana reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri menurut Kompas?

Menurut Anda, bagaimana seharusnya warga DIY bereaksi terhadap pernyataan

Mendagri yang memberi kesan mengabaikan aspirasinya ini?

Kompas dikenal dengan istilah media cetak yang netral. Lalu bagaimana posisi Kompas?

Memihak warga DIY yang kecewa dengan sikap pemerintah atau berada ditengah-

tengah?



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bambang Sigap Sumantri (editor multimedia)

Tanggal : 20 Juli 2011

Jenis wawancara - langsung

Tempat : Kantor Kompas Gramedia JI. Palmerah Selatan lantai 3

Durasi

: 1 jam (19.00-20.00 WIB)

Identitas
Bambang Sigap Sumantri, sebagai editor desk multimedia, dulunya sebagai kepala biro

Yogyakarta.

Apakah ada pertimbangan dalam menugaskan wartawan untuk meliput berita?

Kita punya perencanaan. Biasanya perencanaan dilakukan pagi hari, Bahan dari isu-isu
yang sudah ada atau bisa berkembang di lapangan. Rapat pagi yang dhadiri semua
editor, redaktur pelaksana, pimred kecuali wartawan. Lewat perencanaan, berita
diarahkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di lapangan bisa berubahan dan tidak

seperti yg sudah diarahkan.

Apakah wartawan dalam menulis berita selalu diarahkan sesuai dengan

keinginan redaktur?

Ya tentu saja. Sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin redaksi.



4. Apakah ada rapat redaksi sebelum terbit? Kapan dilaksanakan? Siapa saja

yang terlibat? Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas?

Rapat redaksi pagi jam 10. Yang hadir editor, redaktur pelaksana, pimpinan redaksi,
wakil pimred, wakil redpel, kecuali wartawan. Yangg dibahas isi koran besok,
dibreakdown dulu, Mbak.. Ya agar semua editor tahu, running newsnya apa. Baru
kemudian ditentukan akan menghubungi siapa sebagai narasumber. Kalau untuk rapat
sore itu untuk menentukan apa yang direncanakan tadi pagi untuk dijadikan berita. Lalu

dipilih berita yang akan dijadikan Headline.

5. Bagaimana menentukan narasumber? Apakah ada pertimbangan tertentu
misalnya untuk untuk menguatkan pembaca akan arah pemahaman tertentu?
Ya.. yang pasti yang berhubungan langsung ya, Mbak dengan topiknya. Ngga waton
nyomot orang untuk diwawancara. Kalau tentang RUU Keistimewaan ya dengan
Mendagri, Sultan, anggota partai.Tapi nanti di lapangan bisa berubah. Wartawan yang

ada di Jogja dikontak langsung dari Jakarta untuk cari narasumber yang dibutuhkan.

6. Bagaimana menentukan ilustrasi, foto, visual image, apa saja yang

dipertimbangkan?

Harus bisa memperkaya, melengkapi, lebih menjelaskan tentang berita. Kalau foto ya
harus aktual. Hmm... untuk dokumentasinya yang diutamakan itu yang aktual, karena

foto kan nilainya hampir sama dengan berita. Tapi sekarang visual images di Kompas



kan sudah bermacam-macam jenisnya Mbak, jadi sekarang bisa melalui video. Namanya
Video on Demand. Kalau dilembar halaman biasanya bentuknya itu barcode. Wartawan

disini diharuskan bisa mengoperasikan kamera, begitu Mbak.

Mana yang lebih berpengaruh, tulisan dari sudut pandang wartawan, editor,

redaktur pelaksana atau garis kebijakan dari Kompas?

Ya.. yang paling berpengaruh itu sudut pandang pemimpin redaksi. la nanti yang

mengarahkan mau berita seperti apa.

. Apakah ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal

narasumber berita, kelompok, organisasi komunitas tertentu atau pemerintah?

Nggak ada. Kita kan menyediakan hak jawab

Menurut Anda bagaimana kedekatan hubungan institusi Kompas dengan

institusi pemerintah khususnya Mendagri terkait dengan pemberitaan ini?

Tidak ada kedekatan, ya biasa aja gitu Mbak. Mendagri dipandang sebagai menteri saja.



10. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai keinginan
pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang menginginkan

penetapan?

Banyak faktor yang menyebabkan begitu. Sebenarnya di Jogja sendiri, kalau kita
petakan tidak semua orang juga menginginkan penetapan lho, Mbak. Kalau kita lihat
Jogja lebih heterogen, lebih dinamis. Yang penetapan ya karena sedang vocal.
keistimewaan Yogyakarta. Itu sejak masa Wubernur DIY pertama muncul wacana

begitu.

11. Jadi wacana pemilihan Gubernur memang sudah diskema sedemikian rupa oleh

pemerintah ya Pak?

Ya.. sebenarnya itu ada keinginan pusat juga untuk menyamakan Jogja dengan provinsi
lain. Kan koridor pemerintah itu negara republik yang tidak lagi mengakui adanya
keistimewaan seperti di Jogja. Ini sejak kemerdekaan sudah diperjuangkan keistimewaan
itu, pemerintah sudah sejak dulu ingin mentiadakan Ada wacana pemilihan ini kan
karena penetapan sudah tidak ada lagi dalam pikiran pemerintah pusat, sudah terskema

pemilihan. Ya, jelas supaya tidak menimbulkan kecemburuan dengan daerah lain.

12. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Mendagri dalam menyusun draf
RUU Keistimewaan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya?

Seperti apa?
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Hmm.. ya ini karena presiden juga mengalami kebingungan juga. Jika melihat isu Jogja
ini, bisa lihat mencerminkan keseluruhan kepemimpinan kita. Tidak jelas maunya induk
kita ini maunya seperti apa. Menteri menjadi meraba-raba jadi seperti mengenalisir.
Bukan lantas jadi langsung main tuding menyalahkan mendagri. la sendiri tidak punya
pegangan. Cari aman kan ngikutin atasanya. Atasan A ya ikut A, B ya ikut B. Dari pada

kalau bikin masalah malah kena KPK. Hehehehe

Sejauh mana reaksi warga DIY terhadap pernyataan Mendagri menurut

Kompas?

Kalau reaksi warga ya ada benarnya juga. Sebenarnya yang dipertanyakan apakah warga
yang tidak datang di DPRD DIY apakah tetap satu suara. ltu tetap problematis.
Logikanya kan pernyataan mendagri itu ada benarnya juga. Karena tidak semua hadir di
DPRD DIY. Nah sekarang, apakah bisa dipastikan yang datang itu dibuktikan satu
suara? Ya, masing-masing penuh dengan pengandaian sih, Mbak. Pengandaian yang

bekerja di ranah politik jadi menimbulkan asumsi-asumsi.

Menurut Anda, bagaimana seharusnya warga DIY bereaksi terhadap

pernyataan Mendagri yang memberi kesan mengabaikan aspirasinya ini?

Segala sesuatunya dalam hal ini perumusan draf dilakukan di Jakarta, jadi ketika
memutuskan itu tidak bisa langsung dirasakan dampaknya. Jadi kesannya seperti

mengabaikan aspirasi. Kalau di Jogja itu kan faktor sejarah masih ada, jadi sudah pasti
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adanya keterlibatan emosional. Warga jogja bereaksi itu sifatnya lebih ekspresif bukan
anarkis, ini ya sebagai bentuk luapan emosi dan kekecewaan. Pada dasarnya Jogja itu
ngga ada sejarah anarkis kok, Mbak Secara objektif ini ada peran Sultan. Tetapi
sayangnya peran Sultan yang seperti ini tidak memanfaatkan sebagai momentum. Sultan
itu kan tidak pernah otoriter, contohnya kasus Ambarukmo Plaza tetap berjalan walau
sudah mendapat kritik dari manapun. Sayangnya sikap seperti ini tidak dijadikan bekal
untuk menyatu dengan rakyat. Jogja itu modal sosialnya besar sekali Iho.. Modal sultan

itu juga banyak.

Jadi menurut Bapak dalam hal ini Sultan berpengaruh?

Ya tentu saja. Sekarang mengapa pemerintah pusat seperti tidak mendengar suara jogja?
Ya karena pemerintah masih ada unsur bingungnya. Seperti aceh itu contohnya sampai
angkat senjata. Lha di Jogja kan tidak, antara Sultan dan rakyatnya sendiri tidak kempel,
tidak satu. Sultan kok malah manut. Suara Jogja juga kan sudah bulat. Bukan tidak
mungkin jika suara Jogja bersatu padu akan didengarkan dan dianggap berarti oleh

pemerintah pusat.

Apakah Sultan kurang mau berjuang untuk rakyat Jogja sendiri? Lalu

bagaimana seharusnya Sultan bersikap?
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Ya, baiknya pemerintah daerah itu memperjuangkan permintaan dari masyarakat. Kalau
suara utuh, dan ada persatuan masyarakjat Jogja, akan lebih cepat untuk menekan

pemerintah pusat.

Selama ini saya rasa perjuangan rakyat Jogja itu lemah. Mengapa pemerintah seperti
tidak memperhatikan aspirasi masyakarat? Ya itu tadi, karena perjalanan menyatukan

aspirasi itu masih susah. Coba bersatu betul-betul, penetapan akan lebih mudah.

Saya yakin kalau sultan ini berani artinya menunjukkan keteguhannya dibelakang rakyat
Jogja, saya kira lain. Walaupun secara posisi politis la lemah, tapi apabila dia tidak pakai

baju politik akan lebih mudah maju membela kepentingan Jogja.

Kompas dikenal dengan istilah media cetak yang netral. Lalu bagaimana posisi
Kompas? Memihak warga DIY yang kecewa dengan sikap pemerintah atau
berada ditengah-tengah?

Kompas adalah media massa yang melaksanakan fungsi sosial kontrol
Posisi Kompas mengingatkan pemerintah agar selalu bertindak fair kepada
masyarakat termasuk kepada daerah, masyarakat dan pemerintah DIY. Dalam
isu keistimewaan Yogyakarta, sikap Kompas selalu mengingatkan kepada
pemerintah supaya berjalan pada alur yang tidak bias karena politik golongan atau

dendam pribadi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik (Wartawan)
Tanggal : 20 Juni 2011
Jenis wawancara - via emalil

1. ldentitas

Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik. 30 tahun.

2. Bagaimana sampai bekerja di Kompas? Sudah berapa lama bekerja di Kompas?

Suka menulis. Sebelumnya sempat kerja di Tempo (4 tahun) sebelum pindah Kompas.

3. Di jobdesk apa Anda bekerja?

Penulis untuk kompas minggu.

4. Pedoman apa yang digunakan dalam meliput berita?

Kode etik jurnalistik. Kemenarikan dan pentingnya berita.

o1

. Kapan saja dilasanakan rapat produksi? Apakah wartawan dilibatkan? Mekanisme
penugasan peliputan bagaimana?
Rapat desk kompas minggu dilakukan satu pekan sekali tiap Jumat sore. Wartawan
wajib ikut. Biasanya usulan tulisan datang dari wartawan dan redaktur untuk kemudian
dibahas di rapat sebelum kemudian diputuskan untuk ditulis.

Rapat wartawan di desk lain seperti ekonomi, politik dll diadakan tiap sore hari. Berita



yang diperoleh wartawan dikumpulkan lalu dibahas mana yang layak cetak sekaligus
penentuan tulisan HL. Masing-masing kepala desk kemudian akan membawa berita
yang menarik di desk nya untuk diusulkan pemuatan di halaman depan di rapat para

redaktur yang juga berlangsung tiap sore hari.

Bagaimanakah alur produksi berita di Kompas? Apakah berbeda tiap

jobdesk bidangnya?

Ketika masih ada halaman khusus Yogyakarta, seluruh berita yang dikumpulkan
wartawan dibicarakan dalam rapat sore. Berita yang menarik tapi tak layak dimuat di
Kompas nasional akan dimuat di lembar DIY. Berita yang layak untuk diterbitkan di
kompas nasional akan diusulkan ke rapat di Jakarta untuk penyetujuan diterbitkan atau
tidak.

Setelah halaman Yogyakarta tidak ada. Semua berita dari daerah langsung masuk ke
desk nusantara di Jakarta. Dari rapat sore di desk nusantara, berita dari daerah yang
layak untuk lembar politik atau ekonomi atau olahraga atau humaniora akan dikirim ke
masing-masing desk tersebut. Mayoritas berita daerah dimuat di halaman nusantara.
Banyak juga berita yang diusulkan wartawan dari daerah yang tidak termuat. Untuk
diketahui, wartawan kompas tersebar dari sabang sampai merauke. Wartawan di Jakarta
juga disebar lagi ke masing-masing desk. Wartawan menulis sesuai desk-nya. Jadi

wartawan olahraga tidak akan menulis untuk politik demikian sebaliknya.

. Apakah ada prosedur pemilihan narasumber? Ada hambatan ketika memperoleh

narasumber?



Narasumber yang dipilih ya yang harus kompeten untuk berita yang ditulis. Biasanya
memang ada beberapa narasumber yang meminta sebagian informasi tidak ditulis atau
off the record. Tapi itu hak narasumber sehingga tidak menjadi hambatan. Toh, kalau

satu narasumber enggan ngomong, kita bisa cari narasumber lain.

Ada kontrol dari pihak luar dalam pemberitaan di Kompas? Misal narasumber
berita atau pemerintah?

Kalau mendikte berita, ya tentu saja tidak. Paling narasumber seperti pemerintah dan
yang lainnya akan membaca tulisan kita dan akan protes jika ada yang tidak sesuai
dengan hasil wawancara. Protes bisa dilayangkan melalui surat pembaca untuk ralat

berita dan Kompas tidak anti memberitakan ralat jika ada berita yang memang salah.

9. Ada pertimbangan ketika mengangkat tema mengenai pernyataan Mendagri ini?

10.

Komentar mendagri sengaja dicari untuk mengomentari gerakan turun ke jalan rakyat
Yogyakarta terkait keistimewaan. Pernyataan Mendagri diperlukan agar tulisan tidak
sekadar dari sisi rakyat Yogyakarta sehingga bisa cover all side. Dengan adanya
pernyataan dari mendagri, rakyat DIY juga bisa menakar tanggapan pemerintah pusat
atas apa yang mereka lakukan. Sebagai wartawan, tulisan cover all side ini diharapkan
bisa jadi jembatan pemerintah-rakyat untuk titik terang bagi masalah keistimewaan DI'Y
yang berlarut-larut.

Menurut Anda, aksi turun ke jalan oleh puluhan warga DIY dari berbagai
elemen dalam mengikuti sidang paripurna DPRD DIY apakah sudah dapat

mewakili suara seluruh warga DIY yang menginginkan penetapan? Bagaimana
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12.

tanggapan Anda mengenai warga yang setuju dengan konsep pemilihan
langsung oleh pemerintah?

Sudah mewakili suara warga yang mendukung penetapan. Keterwakilan suara
mayoritas pendukung penetapan antara lain tercermin dari banyaknya warga yang turut
turun ke jalan dan keputusan sidang DPRD DIY yang mayoritas fraksinya mendukung
penetapan. Perbedaan pendapat adalah wajar. Jadi wajar saja ada sebagian masyarakat

yang setuju konsep pemilihan langsung yang ditawarkan pemerintah.

Seperti apa anda menggambarkan mengenai pertentangan masyarakat
Yogyakarta dengan pemerintah khususnya menanggapi pernyataan Mendagri?
Kala itu, rakyat Yogyakarta pro penetapan ya pastinya marah dan kecewa karena
aspirasi mereka tidak didengar oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat tetap
yakin dengan pandangannnya sendiri bahwa pemilihan lebih sesuai dengan mekanisme

demokrasi.

Bagaimana tanggapan Anda tentang perbedaan pendapat mengenai

keinginan pemerintah akan pemilihan kepala daerah dan warga DIY yang
menginginkan penetapan?

Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Tapi kedaulatan harus tetap di tangan
rakyat sehingga apapun keputusan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan
warga DIY yang menginginkan pemilihan ataupun warga DIY yang menginginkan

penetapan. Dan tentu saja juga mempertimbangkan keinginan masyarakat Indonesia
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14.

15.

karena DIY bagian dari Indonesia. Untuk itu perlunya draf RUUK dibahas di DPR yang

katanya merupakan representasi rakyat.

Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat Yogyakarta bereaksi
dalam menanggapi pernyataan Mendgari?
Reaksi warga DIY kala itu menurutku wajar. Yang penting emosinya kan tidak sampai

anarkis.

Apakah menurut Anda pernyataan Mendagri terkait dukungan ribuan warga
dalam sidang paripurna DPRD DIY (Senin, 13/ 12) sebagai suatu pernyataan
wajar? Jika tidak, bagaimana tanggapan Anda jika lantas Mendagri disalahkan
karena pernyataannya seakan-akan tidak mampu menghargai aspirasi warga
yang pro penetapan?

Keinginan pemerintah pusat sebenarnya sudah jelas. Baca saja ya dik draft yang dikirim
menteri dalam negeri ke DPR. Menteri kan pembantu Presiden jadi ya tidak akan
menyimpang dari sikap presiden. Mendagri disalahkan karena tidak menghargai suara

rakyat Yogyakarta. seharusnya tidak ceplas ceplos karena akan melukai hati.

Bagaimana posisi Kompas pada berita tersebut? Berada di tengah-tengah atau
mendukung protes masyakarat Yogyakarta?

Sesuai kaidah jurnalisme, Kompas ada di tengah. Menyuarakan suara rakyat DIY di satu
sisi dan di sisi lain memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan
pandangannnya. Beberapa kali Kompas juga menggelar sarasehan tentang keistimewaan

yang digelar di DI'Y maupun Jakarta. Sarasehan tersebut mempertemukan pemerintah,
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rakyat pro pemilihan, dan pro penetapan. Intinya Kompas ingin menjadi katalisator
mempercepat penyelesaian masalah terkait keistimewaan tanpa harus ikut terlibat

menjadi pro atau kontra.

Apakah berita tersebut ingin menggiring masyarakat pada pemahaman
tertentu? Apakah ada arah pemberitaan? Jika ya, siapa yang menentukan arah
pemberitaan?

Kami lebih ingin memaparkan fakta. Terkait nasib keistimewaan yang berlarut-larut,
kompas juga mencoba mendorong agar segera terselesaikan dengan peng-undangan
RUUK. Selain dengan tulisan, ya dengan sarasehan tadi. Apakah nanti hasilnya
pemilihan atau penetapan, setidaknya ada kepastian bagi DIY dan tidak terjadi
anarkisme atau kekerasan. Yang pasti Kompas tidak akan mengadu domba dan tetap
menomorsatukan kesatuan NKRI sekaligus mengingatkan pemerintah tentang PR

masalah DIY.

17. Apakah Kompas mempunyai hubungan yang baik dengan Mendagri? Terkait

pemberitaan ini bagaimana?
Kompas berhubungan baik dengan semua narasumber. Tidak ada complain dari

Mendagri terkait pemberitaan Kompas.






SEJARAH, ORGANISASI DAN VISI-MIST KOMPAS

Tujuan instruksional : pemahaman sejarah,organisasi dan visi — misi Kompas
Sarana pelajaran : makalah, film company profil
Waktu 2 90 menit. i

Sejarah / Latar Belakang

1. Lahirnya Tntizari

Pada tahun 1960-an Petrus Kanisins Cijong  {1920-1980) dan Jakob Octama
sering bertemu dalmn verakan asimilasi Kedua-duanya punya latar helakang ourn,
dan punya minat dulam bidang scjamh, K, Ojong adalah Pomimpin Redaksi Srar
Weekly, sedanskan Takob et Pumimpin Reduksi majalah Pennbur. Moreka
berbincang-bincang, bohwa pada waktu it pembaca [Indonesia terkucil karena tidak
ada majalah luar negeri vang diperkenankan masuk. Keadaan seperti ftn tentunya
tiddak schat. Muncol ide membuat magalah untuk mencrobos isolasi it

Latisari adalah awal dari kerjasama PKC Cjong dengan Jakob Octama. Dischut
Sang Pomula karena memang kemudian menjadi awal (pemula) dari Kelompok
Kompas Gramedia (KK¢G), yang awilnya berkembang dari multiple media sthipai
core hisiness, lelapi keonudinn burkembang  menfadi sftibesiness grougr af,
conponies yang wrdtiel alas releteed diversificeation dan urveloated diversification. .

Untuk memperoleh gjin terhit bagi majalah Intisari. PK. Ojong dan Jakeb
Oetama pergi ke zedung Kodam (Komando Dacrab Militer) di jalan Perw.ra, Jakarta,
Jakeb Octama masih ingat . ja masuk sendirian, sementara PR Ojong menungpu
dalam mohil Opel Caravan-nya vang diparkir jauh-jauh. Jakob mendapat kesan
rmantan Pemimpin Redaksi Ster Weekly vang lebih tua 12 hun iw orang yang ccrmat
den tidak setengah-setengah. “semun disiapkan dan dilaksanakan dengan teliti™,

Majalah Intisari terbit 7 Agustos 1963 déngan 22 artikel, tiras pertama | 0.000
cksemplar habis terjual, hitam  putibh dan telanjang, tidak dibalut kulit muka,
Ukwrannya kecil, 14 X 175 e¢m dan tehaldnya 128 halaman. s, Jakob Octama
menjadi pemimpin redaksingn, Nama 1K jong dan Adi Subrata tidak tercantum
sebagai pengasuh. Mercka mennlis scakan-nkan pemidis ae. Penolis-penulis luar
diantaranya Nugroho Notosusanio (“orang Jakarta di London); Soe Hok Dijin .
(“Beberapa hori di Uhid™): Soc ok Gie (“Penpalaman luen pehikis Mashar™);
Kapten dr. Ben Mboi menceritakan pengalimannya diterjunkan dan hidup bergerilya
di belantara Ir an Barat dalam rangka Trikora, Tan Liang Tie wartdwan clah raga
sejak Star Weekly menulis Zatopek atlet pelari dari Cekoslowakia yang diserahi
melatih atlet Indonesia menghadapi Ganefo (Games of the New Emer ‘ing Forces),
Mama-nama lain, diaptaranya:  Mubamad Al Siswadhi, Ajip Residi dan Rijono
Pratikto.

2. Kondisi Politik Sekitar Tahun 1963

Subu politik di Indonesia memanas menjelang tahun 1965 ketika Partai
Komunis Indonesia (PKI)  melakukan kegiatan sepihak, bahkan menyuarakan
perlunya dibentuk angkatan kelima untuk menghadipi alat-alat keamanan negara
yang sah, ABRI. Dengan dalib landreform PE melak:kan penyerobotan tamah milik
ncgara. Aksi serupa ini dilukiskan oleh “Harian Rakyat™ sebagai adil dan patriotik.
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Suata  hari awal tlghun 1963, Letien Abhmad  Yani  (192:-1965)  selaku
MenterifPanglima TNI-AD mencipon rekannya sckabinet, Drs. Frans Seda. Yani
melemparkan ide menerbitkan Koran melawan pers komunis. Frans Seda menanggapi
ide itu, membicarakan dengan [gnatus Josef Kasimo (1900-1986) - sesama rekan di
Partai Katolik — dan dengan rckannya yang memimpin majalah Intisari, Petrus
Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Octama.

PE. Ojong dan Jakob Oetama kemudiun menggarap ide tersebut dan
memersiapkan penerbitan koran. Semula nama yang dipilih “Bentara Rakyat”,
penggunaan nama itu dimak.udkan untuk menunukkan kepada mesyarakat bahwa
pembela rakyat yang sebenamya bukanlah PEIL Dalam keperluan dinas Frans Seda
sehagai Menteri Perkebunan (1964=196) menghadap presiden  «fi Istana Merdeka,
Sovkarmo telah mendengar balnwan Scda akan menerbitkan schuah koran lalu
menyarankan nama “Kompas”, pembert arafi don jolon dalam mengarengi latitan
atan futarn rimber.. Maka Jadilab nama harian Kompas hingga saat ini, sementara
nama Yayasan Bentara Rakyat scbagai pencrbit hanian Kompas. Para pendiri Yayasan
Bentara Rakyat adalah para pemimpin organisasi Katolik seperti : Partai Katolik,
Wanita Katolik, PMIERL dan PR Ojonge. Penguras yayasan terdin dart Ketea @ L
Kasimo, Wakil Ketuw: s, Frans Scda, Penulis | F.C. Palaunsuka, Penulis 11 : Jakob
Oeiama, dan Bendabara :PE, Ojong. )

Walaupun restu dari Presiden Sockarno, berkat dari Mgr. Soegijapranoto, dan
bantuan pimpinan Angkatan Darat, proses ijin teibit mengalami kesulitan. PEI dan
kakitangannya “inenguasai™ aparatur, khususnyd DJepartemen Pencrangan Pusat dan
daerah. PRI tidak mentolerir scbhuah harian yang akan menjadi saingan berat. Tahap
demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi ijin prinsip namun  hams
dikenfirmasikan ke Dacrah Militer V Jaya, Persyaratan tzrakhir untuk dapat terbit,
harus ada bukti 3.000 (uga ribu) orang pelanggan. Frans Seda punya inisiatif
mengumpulkan tanda taiigan anzeota partai, gure sekolah, anggots anggota koperasi
Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores
Timur. Dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan anda
tangan terkumpul. Bagian perijinan Puskodam V Jayva menyerah dan mengeluarkan
ijin terbit. Pers PEI gang melihat kehadiran “Korpas™ bereaksi keras, bahkan mulai
mcnghasut masyarakatl densan mengartikan “Komans™ sebagai “Komando Pastor.

3. Kompa: Lahir 28 Juni 1965

Mingr, 27 Juni 1965, sckitar tenpph malym jelan Keamat Bava swdah sepi.
Pertungukkan weeakhir Baoskops Rivols jogs kel Beeal due, dan pensiton boebsiapa jiaon
falu berbamburan pulang. Tingeal beberapa becak yang masih manpkal di malam
yang dingin itu, Tidak javh dari sit kegisan perceiakan PM Eka Gralika (dahulu
Percetakan Abadi) baru mulai, Beberapa orgng berkampul mengelilingi mesin cetak
Duplex. PK. Ojong {alm), Jakeb Octama seria beberapa wartawan Theodorus Purba
{alm), Tincn Prabawa (alm), Tan See Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Edward
Linggar), Roestam A Mandi, Rjone Lambongdiaia, Augost Parengkuan | dan Harthanto
(alm), Mercka nampak idak abar dan was-was, dizntarn mercka sehentar-schentar
melihat arlojinya mirip sebuab penantian lahirnya bayi pertima, Warkinwatinga, LErka
Miuchsin (alm) dan Threes Susilasui (alm) menantt penuh harap di rumah.

13 swdut lain, doduk i kerst menghadap meja korektor adalah Kang Fiok
Djin, Kang Tiauww Liang, DSPameedji, Dimyati, Marjono, dan Petrus Hutabarz,
Ketika koran pertama Kompas muncul dari mesin cetak, tepuk tangan menyvambutnya,
Dibeingi kilatan lampa kilat dael kasmera Sudardja (wartawan foto majalah Penabur),
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suasana seketika monjadi bernbah. Harian Kompas lahir tanggal 28 Tuni 19635 dencan
motte “Amapat Hati Murani Rakyat™ i, keesokan harinya mulai dipasarkan.

* Kompas pertama terbit empat halaman. Kompas edisi pertama memasang sebelas
berita fuar negeri dan twjuh berita dalam negeri di halaman pertama. Berita utama di
halaman satu ketika ite berjudul “KAA Ditunda Empat Bulan”. Pojok Kompas di
kanan bawah mulai memperkenalkan diri. “Mari ikat heei, Mudaf hari ini, Dengan, ...
Mang Usil”. Di halaman pertama pojok kird atas tertulis nama : Pemimpin Redaksi
Drs. Jakob Oectama, Staf Redaksi : Drs. J. Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel
Beding, Th. Susilastuti, Tan Soci Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis
Purba. Cinon Prabawa, Eduard Liem. -

Sementara istilah Tajuk Rencana ketika ita belum ada, namun halaman I ada
Jahirnya Kompas, tajuk surat kabar ini. B3 halaman 1T pula terdapat antara lain berita
luar negeri dan dua berita dalam negeri. Ditambah tiza anikel, satu diantaranya
menyangkut luar neperi. 1 halaman ini ada kolom hibiran Senyum Simpul. Halaman
T keetiber it antara Ein boeeied e omibel, o diantaranssarmengenad s geeer, Al
gk alscm mengenad penyabil ayin dari Dre, Kenmpues, Sedingkan fiakon Y antars
tnin beriin dan artikel D eri o fn sotu-cdaliant pegeri. 10 hakm oncini hanya
tereatat dua berita olohraga, saiu dismtaranya mengenai “Persiopan Team PS5 ke
Pyongyang”. Waktn it fklan masif kurang dari separah halaman. Dari cnam iklan,
satu diantaranva dari redaksi Kompas wentang CPerminiaan menjadi  langeanzn
Kompas”. lklan® paling besar dun bergambar hanya sabu, yaitu cbat batuk dan
cacingan.

Kedua perintis Kompas scliap saal terjun langsung ke bawah. Mercka
berusaha agar dari hari ke han mutu Kompas kian baik. Karena itu, setelah sebulan di
cetak di Eka Grafika, harian ini kemudian dicetak di Pereetakan Masa derdeka L.
Sangaji, Jakana. Percetakan ini memang lebih baik. Meskipun sistem settingnya
masih cetak timbul, pamun percelakannya sendin sudah menggunakan mesin rotast.
Karena itu, laya cctaknya lebih cepat. Dan memang semenjak itulah oplag Kompas
naik dari semuta 4.800 cksemplar di masa Eka Grafika, melonjak menjadi 8.003
cksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1967 oplag Kompas 30.650 eksemplar. Tepal
setahun kemudian, tangeal 26 Juni 196% menjadi 44.400. Ini berarti | enambahan tiap
bulan pukul rata 1.146 eksemplar. Pada tanggai 26 Juni 1969 (kciika harian ini
membuka sebuah stand di Jakarta Fair) oplagnya meningkat menjadi 63.747
eksemplar, Tepal 26 Juni 1970 batas 80.000 telah dilewati. Tepainya oplag Kompas
telah mencapai 800412 cksemplar. Dari jumlah i, Kira-kira 31.000 beredar di Jakarta
saja. Ini herarti hampir 40%. Sclebibnya (60%) werschar di luar Jakarta, di seluruh
Musantara, Pola ind, menandakan bahwa Kompas nenjoack harian nasional dan bukan
harian 1kal atau koran dacrab, sudab terpyata scjals senmula dan bertabhan terus sampai
Lini. Setelah tahun 1980-an oplag Kompas menpalami perkembangan pesat, misalnya
600,000 tahun 1986 sclama sebulan, Sekarang reta-rata 500.000 eksemplar (Senin-
Jurnat), sckitar 600000 i hari Sabie-Minggu, Cplag terbesar dicapai pacla waktu

ulang tahun Bung Karmo ke 100 abun dengan optag 750.000 cksemplar dalam edisi
khusus. ; ; :

4. VISI DAN MISI KOMPAS

Moto “Amanat Hati Nurani Ralkyt:” di bawah logo Kompas,
menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Kompas
ingin. berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan,
meningealkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Ingin
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berkembang schagai “Indonesin mini™, karena Kompas sendiri adalah lembaga
vy terbika, Kalektil Dopin ikt erta dalom mpeys mencerdaskan |J."|r|g_=;u.
Kompas ingin mencmpatkan kemanusinan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan
fokus. perhatian dan tujuan pada nilai-nilai vang transenden atau menpatasi
kepentingan kelompok. Rumusan bakunya adaleh “huwmanisme transcendentg™

“Kata Hati Mata Hati®, pepatah yang kemudian ditemukan, menegaskan
semangat empathy dan compassion Kompas,

4.1. Visi Kompas

“Menjadi  Institusi  Yang  Memberikan  Pencerahan Bagi Perkembangan
Masyarakat Indonesin Yang Demokratis Dan Bermartabat, Serta Menjunjung
Tinggi Asas Dan Nilai Kemanusiaan™

Dalam kiprahnya dalam inclustri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun

masyarakat Indonesie bare berdasarkan Panca, Sila melaloi privsip Fumanisime

transcendental (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan

masyarakat adil dan makmur, Sccara lebih spesifik bisa diuraikan schagai berikpt:

a. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka _

b, Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu haik peslitik,
agivma, sosial, atw polongan, ckonomi, .

¢ Kompas secara aktif membn ka dislog dan herinteraksi posit'p dengan sula
kelompok,

d. Kompa: adalah Koran nasional vang berusiha mewnjudkan AEPITISE dam Gila.
cita bangsa. :

e. Kompas bersifat luns dan bebas dalam pancingan vang dikembangkan etapi
selalu memperhaiikan konteks struktur kema 53
vang menjadi lingkunaan

arakatan dan pemerinthag

4.2. Misi.Kompas A
“Mengantisipasi Dan  Mercspon  Dinamika Masyarakat Secara Profesional,
Sekaligus Memberi Arah Perubahan | Trend Setter ) Dengan Menyediakan [an
Menyebarluaskan Informasi Terpercaya”,

Kompas berperan sertn ikt muencerdaskan ha
sermua s dianbar sabaowali lin ying

e mengacdi nomor sty diyla,
s alabam kel yang s, |l
terschut dicapai melalui et wealia beesih deape mclakokan kerja s degan
* perusabaan perusaloon i, Ll ini chipabawchan dialiny 5 sasnen opersion -
a. Kompas memberikan infonmasi yang berkuaditas denpan ciri ; cepal, cermt,
ubualy, ebon selaln IIIl'rIl":!lllll||||‘_ Alince
b, Kompas memiliki bbb jurmaliak yatng tinged i terns dikembangk g wrtuk
mewnjielkan wspivied Joan selern terhorm yird licerminkan dalam By
sompak, kemunikatil dan kava nuansa kehidupan dan kemanusiaan,
¢. Kualitas informasi dan Fobor jurnalistik dic
yang penub empati denpan pene i
g sl by
pertimbangan teiap Letp 5 tlam teguh i
d. Berusaha menyebarkan informasi seluas-hiasnyn de

i omelaln upayi inte)

thami jalan pikien

ersen b eenyg I

zan menmek kan tice,
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¢ Unink dapat menealisisihan visi dan misi Keimpas harus  memperolch
keuntungan dari usaho. Momun keutungan yang dicari bukan sekedar demi
kewntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan
penzembangan usaha schingza mampu melaksanakan tanggung jawab
sosialnya sebagai pernsahaan.

1

4.3. Nilai=nilai Dasar Kompas

. Seluruh keziatan dan keputusan harus berdasarkan dan mengikuti nilai-nitai
sebagai berikut:

" |. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai
denzan harkat dan martabatnya

2. Mengutamakan watak baik

1. Profesionalisme

4, Scmangat kera tim

5. Meroricntasi pada kepuasan konsumen { pembaca, pengiklan,
mitra kerja — penerima proses sclanjulnya )

6. Tanggung jawab sosial

7. Sclanjutnya, kita berlingkah  laku mengikuti  nilai-nilai
rersebut, dengan begitu kita akan memberikan Jasa yang
neemuaskan bagi pelangzan,

Milai-nilai Dasar Kompas

Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusizan sesuai dengan harkat dan
martabatnyi

wlenghargai ide, pendapat dan saran orang lain.

Memberikan feedhack vang membangun secara obyektif pada saat yang tepat.
Memberi dukungan atau tidak menghalangi orang lain untuk maju mencapai cita-
citanya, serta dalam melakukan pekerjaannya dengan sempurma.

Bersikap tidak membeda-bedakan orang werdasarkan suku, agama, ras dan
gr,:u{lﬂr‘_ k

Menerima secara wajar adanya perbedaan p: ngkat, jabatan dan sen ioritas,

Tidak mencampuri masalah-masalah pribacli orang lain yang menyangkut hak
asasinya. )

Rersikap adil terhadap mitra kerja,

Peduli terhadap kepentingan orang lain.

Memberikan kesempatan yang sama <epada scliap orang berdasarkan
kemampuannya masing-masing.

"Tidak menggangpu suasana dan ketenangan bekerja, :

Bersikap obyektif tanpa prasangka kepada frestasi atau hasil karya semua orang.
Memberikan kesempatan kepada setiap oreag untuk mencoba ide baru dan tidak
menghakimi apabila terjadi kegagalan.

Mengutamakan wata's baik
Selalu mensyukuri rahinat Tuhan,
Bertingkah laku jujur, tidak menerima suap atau komisi, tidak korup, tidak kolusi

dan nepotisme
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Beker'a secara gotongroyong,

Tidak berpibak dan tidak memihak.
Bertingkah laku yang pantas sesuai dengan perannya feood profile)

Tidak tinggi hati, congkak, iri, dengki, sirik, menfitnah dan menyebarkan isu-isu
yang tidak: benar. ' ;

Saling membantu dan meughormmati.

Bertindak disiplin d:n rajin.

Bersikap saling terbuka. :

Berkomitmen terhadap lembaga dan profesi.

Bersikap solider atan setis kawan. ;

Bersikap bijak dan prudent.

Seimbang dalam menggunakan pikiran dan pe-asaan.

Bertingkah laku yang sesuai dengan etika dan sopan.

Tulus dan iklas dalam memaafkan kesalahan/lLekeliruan orang lain.

Bertinghah laky sesuai dengan perkataannya.

Bertanggung jawab lerhadap segala tindakann ya

Berani mengakui kesalahannya sendiri dan menunjukkan kesa’ahan orang lain.
Tidak membocorkan dan menyebarluaskan rdasia perosahaan. ;

Tidak memanipulasi segala tindakan, data, laporan, dil.

Profesionalisme Ll

wemiliki kompetensi, baik dalam hal’ képemimpinan atau manajerial maupun
teknikal vang sesuai denuan biding pekerjaannya.

Bertangoung jawab pacla tugasnya.

pMemiliki tirgkat intelekiualitas sesuai  densan wntutan  pekerjaannya dan
memiliki wawasan [uas wang terkail dengan pekerjasnnys i
Berdedikasi pada prodesi. -

Melakukan perbaikan kincea atau diri dan mengembangkan polensinya secara
WErus meners,

Etus kerja yang tuntas ( tidak berkerja selengab-selengah )

Berpikic dan bertindak kreatil, imovalif] taktis
Rersikap adil, obyekul don berimbang.
ieniliki integritas.

20 omemilike imisiakif

Dapat membedakan antara kepentingan perusahaan denpan kepentingan pribadi.
iAenjalankan ctika bisnis sesuni dengan bidangnya masing-masing.

Bekerja seeara sistemalis sesual dengan standar pekerjaannya.

Rertindak proakiil desbs oemgmtisipasi kesempatan yangy b kaitan dengan
pekarjmmya,
Moengitiaknn 1w

ark inbl o pormias

by dan menyelesaikannya ilehib
dahulu, jangan mengulamakan mencari siapa ying bersalah atae menyalahkan
ey Lo,

i ||,5u|j.|k;1|[ sestilu v bonae dengian cari Yang brenpanr { ek bl wan clesien ).
Mengutamakan pelaksanaan tindakan nyata { ger ifnngs clone ).

" Dermsaha mencard solusi yonge werbaik bagn scovg piliak [ sfnaein sofurion )
Beskomunikasi sccara asenil don responsif | tidai hanya mengutamakan haknya,
sendiri dengan menpesampingkan hak pihak lain ), tidak secara agresif { hanya
mengutamakan hakoya sendict ) dan submisil § baknya sendin disalahgunakan
pihak lain ).

Semangat kerja tim.
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Mengutamakan  kepentingan yang  lebih besar, tidak  individualis  maupun
sektoral.
| Peduli dengan persoalan orang lain.
Bekerja sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya masing-masing.
Melibatkan orang lain dalam proses bekerja bersama.
Bekerja bersama-sama schingga menghasilkan sinergi.
Bersaing dengan sehat.
Mendukung sportifitas dalam bekerja sama.
Menghindari unsur-unsur favorit terhadap salah satu orang atau barian.
Tidak hanya mengutamakan hasil kerja, tetapi juga mengutamakan proses dalam
bekerja sama.
Menorong sctiap orang untuk mengungkapkan ketidak beresan baik dalam
bagiannya maupun dalam lingkaran yang lebih tesar lagi.
Bekerjn secara institusionalisasi jangan personalisasi.
Menghindari ketergantungan pekerjoan pada individu tertentu.
Mendukung secara konsekuen dan konsisten keputusan yang telah diambil.
Mendorong setiap orang untuk mengungkapkzn segala sesuatu secara terbuka
dan menghentikan segala i t-isu yang tidak baik. ;
Menumbuhkan sikap saling mempereayai satu d:ngan vang lain.

Berorientasi pada kepuasan konsumen { perrbaca, pengikian, mitra kerja —
penerima proses selanjutnyn )
Menahgani keluhan konsumen sceara cepat dan wntas.
Memberikan pelayanan yang semipurna dari sudut pandang konsumen (service
excellence).
Memberikan keramahan dalam melayani konsgiaen.
© Melakukan pengamatan dan perbandingan terbadap produk maupun pelavanan
yang diberikan cleh pesaing. s
Mendengarkan (jangan beramsumsi) dan meres)on kebutuhan konsumen.
Menyediakan produk mavpun pelayanan sesuai <ebutuhan.
] Memenuhi kepuasan konsumen adalah tangguig jawab setiap orang di dalam
organisasi.

Tanggung jawab sosial.

. Peka dan tangeap terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. ¥
Menjaga citra perusahaan (tidak bertindak kriminal atau merugikan orang lain)
Mendukung kebijakan perusahaan  dalam  meningkatkan  kescjahtcraan
masyarakal dan keadilan sosial. ,
Mendorong  sctiap orang wntek  berperan wweearn aktil dalam membantu
masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan-k giatan masyarakat.
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5. Struktur DJrsanisasi KOMPAS

PT. Kompas Media Musantara adalah lembaga media massa, pemimpin
tertinggi adalah Pemimpin Umum, Pemimpin Umum dibantu oleh Wakil Pemimpin
Umum Bidang Mon Bisnis dan Wakil Pemimpin Unium Bidang Bisnis, lalu ada
Pemimpin Redaksi yang bertanzgung ~jawab Dideng redaksi, “dan  Pemimpin
Periisahaan vang bertanggung jawab bidang bjsnis. Ditawah Pemimpin Redaksi ada
Rodaktur Pelaksana dan dibawahnya terdapan Kepali Desk, Kepala Biro dat paling
bawah adalah reporier. i bidang bisnis. dibawah Pemimpin Perusahaan ada General
Manajer  Iklan  dan  General  Sirkulas, dan  Ceneral  Manajer  marketing
commmmication. Di antar dua bidang i, ada bagian Penclitian dan Pengembangan,
Dircktorat SDM-Usmuni, dan Teknalooi Informasi. Mercka sifatnya supporting dan
dibawah supervisi Wakil Pemimpin Umum non bisnis, sementara untuk Pemimpin
Perusahaan disupervisi Wakil Pemimpin Umuin bidang bisnis..

Pernlagiam dalaim Steaxior st o, dhiaksudkan nnnk memudahkan
pembagian sisicm ke, “Produk™ Rompics yang bty it snepapakan bl kerga
sinergis dari unit-unit yang ada datam strukior organisasi. Produk kompas adalah
Koran dan berita. Adapan tahap manajemen produk ilo adalah sehagai berikut:

5.1 Bidane Redaksi
1y Pevencann
Dilaksanakan rmpat o daliun mesaacanakan berita yag akan dinouat,  herdasarkan:

a. Adanya undangan acara yang diterima Kompas,
b Peliputan borita yang, ditetipkan di tiap-tiap dusk.

. Penetapan ewvenr lerlentn, alimana au npiyn pe cheian Derita

dises ko dengson ekluabias peristiv o terjidi.

7). Pengorganisasinn

Redaktur menpkonrdinasikan  warlawan-wartawan  uniuk mencar  dan menulis
burita sesuai dengan yang direncanakan dalam rpat pagi dan menunjuk wartawannya
untuk menperjakan tigas-tugas pencarin berita werscbul,

3). Pelaksanaan

Dilaksanak: n rapat sore untuk menctapkan berita yang akan dimuat dalam surat kabar
(dalam bentuk yang belum jadi) dan membuat head line berita, Apabila data belum
akurat maka akan ditambah atau dicari lagi. Setelah data herita akurat, berita disunting
oleh desk sunting. Scielah disctujui, kemudian akan disunting dalam bentuk lay out
Koran untuk dicetak. Dead line ditetapkan pukul 23.00. Percetaken dimulai pukul
01.00. Pencetakan sesuai dengan jumlah oplag,

4). Pengevaluasian

Dilakukan evaluasi ditiap-tiap desk/bidang redakinr, selain mengevaluasi berdasarkan
masukan dari pembaca yang menelepon atau mengirimkan faxfemail. Evaluasi akan
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dibahas pula dalam rapat Rabu (rapat minnguan) sebagai.dasar perencannan yang juga
akan dibahas dalam rapat pagi. Evalvasi dilihat dari wegi;
- Pencetakan susunan huruf din kata-kata
- DBentuk dan susunan berita pada setiap halaman.
- lsi beritanya © . :
-Sumber berita lain selain wartawan dari penulis-pennlis dan berbagai kantor berita.
Kompas dikenal dengan keunggulan dari segi penulisan opini. Penulis opini Kompas,
- misalnya : Kwik Kian Gie, Mudji Sutrisno, Arief Budiman, Zuhairi Misrawi,
Mubtadin AR, Aleysius Budi Nugroho, Herry Tjahjono dil. Pembagian berita: berita
daerah, berita luar ncgeri, berita dalam negeri, berita olahraga dil.

5.2, Direktorat SDM-Umum

Hubungan kerja dan iklim dalam lingkungan mikre. Kompas, yaitu: hubungan antar

- personal, - sehari-harinya terjalin hubungan kekeluargaan, terbuka dan tidak kaku,
Dalam hal kerja dan urusan administrasi terjadi husungan formal, berjenjang untuk
menunjukkan fungsi kerja,

Promosi atau kenalkan pangkat karvawan berdasarkn: Penilaian dari sikap dan hasil
kerja karyawan tersebut, jika dimilai cukup baik dibirikan bahan dan difatih agar naik
jabatarnya. Sebelumnya, karyawan tersebut mengaiami prajabatan & bulan sampai |
-tahun. Jika karyawan itu tidak menunjukkan hasil kerja yang baik, maka tidak jadi
naik pangkat. Pergangkatan manajer , jarang dilakukan oleh pihak luar, lebih sering
dilakukan pihak dalam. Akhir-akhir ini bidang bisnis mulai mencoba dari luar (head
hunting).

Peningkatan produktivitas karyawan dilakukan dengan cara: menerima wartawan
dengan pendidikan sarjana bidang apa saja, kemudian dididik selama 1 tahun. Adanya
orientasi karyawan baru mengenai visi, misi dan sejarah Kompas. Pelatihan
Kepribadian, Pelatihan Bahasa Inppris, Pelatihan yang meningkatkan kemampuan
(skill) dan manajemen. Diadakan rekreasi pada bidang masing-masing, setiap 2 tabun
sekali. Pemberian cuti dan tunjangan. Selain gaji sokok, diberikan uang transport,
uang makan, banus, THR. Kenaikan gaji karyawan berdasarkan inflasi ekonomi atau
prestast kerja yang baik, dengan penilaian karya,

Tujuan/sasaran manajemen  adalah: memberikan _informasi untuk  mencerdaskan
kehidupan bangsa, isi pemberitaan bersifat nctral dan uriversal,

Dirckiorat SDM-Umum dipimpin olch seorang Dirckui. dan dibawalinya ada empat
mandjer yang memimpin bidang Umum, Penerimaan & Peonempatan, Remuncrasi
{Kesejahteraan). Pendidikan & ’clatihan.

I). Bidang Umum, berkewnjiban menyediakan sarana & prasarana untok setiap
Karvawan, agar mendapatkan kenyamanan dalam melakukan tugasnya. Ruang kerja
yang memadai dan cralatan kerja disediakan oleh perusaiaan.

2). Bidang Penerimaan dan Penempatan, unit yang merckrut calon karvawan dan
menempatkan di unit sesuai uengan bidang dan keahliannya. Perkembangan dari
calon karyawan sampai pensiun menjadi tanggung jawab dari bidang Penerimaan dan
Pepempatan.
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3). Bidang Kesejahteran {Remunerasi), adalab wnit vang mengurusi kesejahter
karyawan misalnya: tunjangan perumahan, cuti, sekolah. dokter. obat. rumah sakit dll

4y Pendidikan & Pelwtiban, unit yang mendidik & memersiapkan calon kKaryawan
untuk memasuki dunia kerja di bidangnya. Training untuk peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia ataw karyawan menjadi tanggung jawab dari unit ini.

5.3 Bidung Penelitian & Pepgembangan

Kepala Penelitian dan Pengembangan yang kedudukannya segajar dengas Pemimpin

Redaksi (Peimred), bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin Umum

Harin Kompas, Kepala Lithany membawahi 4 bidang yang mempunyai keduduban

i, yailng

1} 1t nlormurd oo (811
Puisatt Bsroniisi bogespsis depernpan celeb oy Mo icmlsesahi G Boagrian:
a. Bagian Aku : bagiun pengadaan dan perawatan bahan pustak
b. . Bagian Pengolaban Arsip Blektronik @ bagion pengelahan arsip elekironik
mencakup kegiatan pengolahan harian Kompas dan informasi dari sumber lain
ke dalam bentuk elekironik. :
¢. Bagian Layanan Informasi: bagian ini mempunyai kegiatan layanan informasi
dan kegiatan sirkulasi.
Pusat Informasi Kompas merupakan satu unitbidang yang pada dasarnya berugas
mengumpulikan, mengolab dan melakukan lemo kembali mformast vang dibimuhkan.
Kegiatan Pusat Informasi Kompas bukan hanva scbagai pusat dokumentasi, tetapi
merupakan pusat informasi. Fungsi Pusat Infonnasi Kompas adalah untuk mendukung

1Fs TRIRCE Pmrn i ol g

& Mencembangkan Eolek ik buku, terbitan berkala dan data teradah,

b. Wergeloln arsip harian Kompas dan beberapa terbitan berkala yang dipaliby
beraasarkan kebutuhan redaksi ke dalam bentuk arsip elekironik.

¢. Memberikan informasi untuk intemnal yaitu: wartawan dan karyawan yang
tergabung dalam Kelompok Kompas — Gramedia (KKGY dan melayani
n'lﬂ.‘:'}'ﬂf‘;l.k-il!. LU

T

2). Pusat Penclitian Kompas (Puslitkom)

Pusat penelitian Kompas (Puslitkom) pimpinan scorang Manajer, bertugas menangani
penelitian dari hasil kerja redaksi yang hasilnya discrahkan pada bagian redaksi.
Penclitian dilakukan dengan bantuan dari mahasiswa dengan mengadakan polling
terhadap pelanggan Kompas dan masyarakat wmwn.

3).Pusat Penclition Bisnis (1* wlithis)

Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis) dipimpin oleh s=orang Manajer Puslitbis,
menangzani riset pasar / konsumen, memantau pen-lapat masyarakat lerhadap
perubahan Kompas, dan mengadakan penelitian terhadap kemungkinan
pengembangan Kompas. Forum Pembaca Kompa . yang ditangani selama ini untuk
memberi masukan / kritik teniang harian Kompas.

4).Bidang Database
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Updating database Kompas perlu ditingani setiap kali agar koleksi database harian
Kompas schlu wpdodute. Bidany Database Kompas dipiinpin oleh scorang manajer
Database, Biodata tokoh-tokoh politik, pengusaha, artis dan orang-orang terkenal
schalu di update schinzza datanya tetap relevan menjadi tanggung jawab dari unit ini.
Database juga setiap kali memuat profil kabupaten s:luruh Indonesia. Buku olonomi
dacrah dengan isi profil. kabupaten telah terbit , can telah menyusul buku partai
Indonesia, :

5.4. Bidang Teknologi Informasi .
Bidang paling baru dalam organisasi Kompas, ini didirikan tahun 1996 dan

_direstrukturisasi tahun 2003, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya

teknologi infonnasi dengan cepat dan tepat, sert: bisa memberikan keunggulan
kompedtif bagi perusahaan. Oleh karena ini, Biding  Teknologi Informasi (TT)
diarahkan untuk lcbil berorientasi pada memberikan pelayanan yang tuntas {end-fo-
end sevices) dalam bidangnya, dan tidak hanya berorientasi pada teknologi’ saja.
Untuk mewujudkan hal ini, maka Bidang Tl membentuk tim kerfa dalam
melaksanakan tugasnya. Ada tim yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan

. jasa layanan dan ada tim y: ng bertanggung jawab untuk men-deliver l-yanan tersebut.

Kedua tim ini bekerja sceara proyek maupun rutin, dan didukung oleh Senior Analyst,

- Staf Sekretariat, Adminisirasi dan Gudang. Secara struktur, tim kerja ini dibangun

dari tiga bidang keahlian yang dipimpin oleh seorang General Manajer, dan masing-
masing bidang keahlian dipimpin oleh seorang Manajer, yaitu Software & Aplikasi,
Hagdware & Infrastrukiur dan Helpdesk & Support.

£). Software di n Aplikasi (SA)

Bidang SA diisi oleh para pregrammer dan system analis yang bertanggung jawab
untuk membangun / mengintegrasikan software, apidkasi dan database menjadi suatu
sistem informiasi yang diperfukan. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu,
mudah digunakan, bebas dari keszlahan dan cosi ¢ffeceive. Untuk it bidang SA
dituntut untuk memiliki metoda kerja yang sistematis dan melaksanakan penelitian
vang terorah. Bekerjasama dengan bidang lain, bidang SA memberikan dukungan
tingkat lanjut bagi permasalah software ddn ‘aplikasi, serta memastikan bahwa
database pesusahaan selalu dalam kondisi up and running. g

). UMardrware dan Infeastrubanr (L)

Bidang HI bertang ;ung jawab untuk membangun / mengintegrasikaa hardware dan
infrastruk e untok menjalankan stem informast yang diperhukan. Par ohl basdware
dan jaringan kompuler sera elekomunikasi i bidong i jupa dituntul untok
mehyelesaikan pekerjaannya sccara tepat wakiy, handal dan cost ¢ffective. Sama
dengan Bidang - SA, Bikng 1 juga memberikan dukungan tnska Linjut bag
permasalahan hardware dan infrastruktur, serta memastikan bahwa hardware dan
infrastructure komputer & telckommikasi pernsabaan sclale dalam Eondisi op el
running.

1). HeipDesk dan Suppert (HDS)

- Bidang HDS merupaksn ujung tombak Tl dalam men-deliver layanan TI, serta

menangkap kebutuhan dan kesulitn para pengguna sumber daya TI di perusahaan.
Oleh karcna itu sccara proakiif Bidang HDS melaksanakan inventarisasi, instalasi,
perawatan, perbaikan dan dukungan teknis, serta memberikan pelatihan agar sumber
daya Tl perusahaan dapat dimanfaatkan sccara optimal. THdang 1IDS dischar ke

]
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beberapa lokasi kerja dan masing-masing dikepalai oleh scorang Supervisor, Secara
regular mereka menghadici dan mengadakan pertemuan dengan user,

5.4.Bidang Bisnis

Masyarakat Indonesia semakin beragam pola dan gaya hidupiya. Komunikasi massa
di Indonesia semakin maju, dan jaringan informasi semakin canggih. Akibuinya,
terjacli peningkatan kualitatif kebutuhan informasi. Artinya, sckarang bukan sekadar

- membutubkan fakta saja, tetapi petunjuk yang lebih mengarah pada masna dari fakla
itw, Do divinyi, kel sl lingkongsmng.

L] .
Atas dasar-pemikiran it ada gagasan, dalam usaha penerbitan Kompas mulai
dikembangkan pemikiran yang tidek hanya didasarkan pada orientasi produk, tetapi
bergerak sampai jarak terlentu ke oricnlasi pasar. Artinya, dalam membiat produk
ditingkatkan kesadaran dan pemikiran terhudap situasi pasar, maupun perkembangan
kebutuhan konsmmen mengenai informasi.

Fungsi Bisnis :

Lertangzung jawab dan berkewajiban menjadikan lembaga Komps
menjadi badan usaha komersial yang sehat.

- Mengawr pendapatan dan pembiayaan kepiatan usaha, agar media
sebagai produk laku tegjual. X

- - Memantapkan agar unit bisnis dan personilnya sebe zai intitusi sosial
. yang punya nilai ek3nomis dan kemasyarakatan.

- Mengedarkan produk agar bisa dikomsumsi pada saat pembaca

membutuhkannva,

Sumber:
1. Profil Harian Kompas, Database Pusat Informasi Kompas
2. “Kompasiana™ olch PK O,0ng, Jakarta : Gramedia , 1981
Frans Seda, “Sepanjang "alan kenangan®™, Compas, 28 Tan
18990, hal. 1V
4, 5t Sularto, Kompas: sahabat dalam Perubaban, 1T
Kompas ke <35
5. Orientasi Karyawan Baru, Artikel Sejarah Ringkas Kompas,
PSEM Kompas.
6. 1idup Sederhana Berpikic Mulia, Pk, Ojong, Satn dari Dua
Pendiri Kompas, oleh Helen [shwara, Penerbit Buku Kompas,
September 2001. ' -
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